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Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan 

menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) 

 

ABSTRAK 

 

Desi Melasari 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa No 9 

Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai ) Di Desa 

Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian yang 

berlokasi di Kantor Desa paya Rumbai adalah Survey Deskriptif karena penelitian 

ini bertujuan untuk memaparkan menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan 

yang ada. Terdapat 6 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu, 

Seluruh aparatur Desa dan masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang. Teknik 

penarikkan sampel yang dipergunakan adalah menggunakan teknik sensus dan 

teknik accidental sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data 

primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik data kuesioner dan wawancara 

serta data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi 

yang merupakan sumberdata dan informasi serta keterangan dari pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan teknik analisis ini dapat 

disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi 

Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai ) Di Desa Payarumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan Cukup Terlaksana 

Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan sanksi 

yang diberikan harus lebih tegas dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat agar 

pelaku yang melakukan penyentruman merasa kan jera supaya tidak ada lagi 

masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap 

sentrum dan racun.  

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi dan Peraturan Desa. 
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Implementation of Village Regulation No. 09 of 2015 concerning Prohibition of 

Shocking and Poisoning Fish in Rivers (Study in Paya Rumbai Village, 

Seberida District, Indragiri Hulu Regency) 

 

ABSTRACT 

 

Desi Melasari 

 

This study aims to determine the Implementation of Village Regulation No. 9 of 

2015 (Study of the Prohibition of Electrocution and Poisoning Fish in Rivers) in 

Payarumbai Village, Seberida District, Indragiri Hulu Regency. The type of 

research that is located in the Office of Desa Paya Rumbai is Descriptive Survey 

because this study aims to explain and explain the reality. There are 6 population 

groups and the sample in this study is, all village officials and fishing 

communities totaling 50 people. The sampling technique used is using census 

techniques and accidental sampling techniques. Types and data collection 

techniques consist of primary data collected using questionnaire and interview 

data techniques and secondary data collected by observation and documentation 

techniques which are data sources and information as well as information from 

parties related to this research. Based on this analysis technique it can be 

concluded that the Implementation of Village Regulation No. 9 of 2015 (Study of 

Prohibition of Electrocution and Poisoning of Fish in Rivers) In Payarumbai 

Village, Seberida Subdistrict, Indragiri Hulu Regency runs with Enough 

Implemented Recommendations that need to be considered especially regarding 

sanctions given to be more assertive and in accordance with the policy made so 

that the perpetrators who conduct the arrest feel deterred so that no more people 

or fishermen do fishing with centrum and poisons. 

 

Keywords: Policy, Implementation and Village Regulations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Administrasi pada hakikatnya adalah  mengarahkan kegiatan-kegiatan kita 

secara terus-menerus menuju ketercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-

sumber daya beserta gerak-gerik pemanfataannyasesuai dengan peraturan-

peraturan dan rencana-rencana. Atau administrasi juga dapat dikatakan sebagai 

proses, dimana administrasi tersebut mengambarkan berjalanya suatu kegitan 

kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telahditetapkan dalam suatu 

proses, terdapat  rencana-rencana dan juga kebiajkan serta upaya untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Baik buruknya administrasi sangat tergantung pada 

sumber daya yang dimiliki. Manusia tidakdapat bekerja dengan dirinya sendiri 

tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Begitu juga bukan seorang 

administrator saja yang melaksanakan aktivitas suatu organisasi, melainkans 

seluruh  anggota organisasi. 

Salah satu makna yang terkandung dalam definisi adminitrasi adalah dapat 

di artikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya, Artinya administrasi merupakan bagian yang penting 
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dalam dari kehidupan manusia,dimana adanya saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu administrasi 

dapat disimpulkan sebagian terencana yang di lakukan sekelompok orang dalam 

bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif,efisien dan rasional. 

Kegiatan administrasi berada pada organisasi. Yang mana organisasi 

menurut Gullick (dalam Usman, 2013;486) organisasi adalah alat saling hubungan 

satuan-satuan kerja yag memberikan mereka kepada orang-orang yang 

ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan 

oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak 

sampai kebawah dari seluruh organisasi.  

Sedangkan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam organisasi diperlukan 

manajemen yaitu suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia dan lainnya.  Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas 

(2009;13) yaitu :  

a. Man atau manusia, dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai 

sumberdaya manusia. 

b. Money ata uang, uang merupakan sumber kekuatan utama kedua 

setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan didalam organisasi 

juga membutuhkan financial.  

c. Method yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud 

dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam 

membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan 

berkelanjutan.  

d. Machine yang artinya mesin. Maknanya bahwa mesin yang dimaksud 

merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang 

membantu kelancaran bergeraknya suatu organisasi.  
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e. Material adalah materi, bahan dalam organisasi. Peralatan yang 

dimaksud disini merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak 

selain mesin yang berupa perangkat keras.  

f. Market merupakan pasar. Dalam organisasi publik, market akan 

terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi 

privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk 

tempat akhir dalam pemasaran produk.  

Sementara itu, manajemen lebih berfokus pada pengoptimalan fungsi dari 

salah satu unsure organisasi yaitu manusia, sebagai unsure utama yang sangat 

menetukan keberlanjutan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya 

manusia suatu organisasi berkualitas, maka hidup dari sebuah organisasi pun akan 

berkualitas. Untuk itu diperlukan manajemen sumberdaya manusia sebagai suatu 

pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya manusia sebagai suatu pengelolaan 

dan pendayagunaan sumberdaya yang ada pada individu (pegawai) dan juga 

merupaka proses usaha pencapaian tujuan melalui kerjasama dengan orang lain.  

Penyelenggaraan pemerintah desa yang tidak terlepas dari penyelenggaran 

Otonomi daerah. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) 

dalam peleyanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk 

keberhasilan semua program. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat 

diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu.  

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ada pasal 18, 

urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa mencakup :  

1. Kewenangan berdasarkan hak asa usul; 

2. Kewenagan lokal berskala desa; 

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah 

Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; 
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4. Kewenagan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah 

Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan   

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 22 menjelaskan penugasan 

dari pemerintah dan/atau Pemerintah daerah kepada Desa meliputi 

penyelenggaran Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan 

kemasyarakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan dalam pasal 68 ayat 

2 menjelaskan kewajiban masyarakat desa sebagai berikut : 

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa, 

2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa yang baik, 

3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di 

desa, 

4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawratan, pemufakatan, 

kekeluargaan dan kegotong royongan di Desa, dan 

5. Berpasrtisipasi dalam berbagai kegiatan Desa.  

Prinsip yang mengharuskan penyelenggaraan Negara (pemerintah) 

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaran Negara. Partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan politik terutama dalam proses pengambilan kebiajkan 

publik didesa bertujuan untuk melakukan pembatasan kekuasaann dan melakukan 

control social terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga 

pemerintah desa harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa sebagai 

dasar pengambilan keputusan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat 

diharapkan peluang pemerintah desa untuk menggunakan Peraturan desa sebagai 

alat politik dalam memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat di minimalisir.  
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Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 2 juga menerangkan bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 

terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan 

dan penegakkan hukum.  

Dari penjelasan Undang-Undang diatas dapat diketahi bahwa menjaga 

lingkungan hidup bermanfaat terhadap pelestarian lingkungan sehingga tidak 

terjadi kerusakan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

lainnya yang dapat merugikan kehidupan. Dengan kata lain memelihara 

lingkungan dapat mengajarkan merobah dan membuat gaya hidup sehat kepada 

masyarakat.  

Kelestarikan perairan baik air tawar dan laut sebenarnya menjadi tanggung 

jawab semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Bila sungai, danau, 

rawa , pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai merasakan 

betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatunya sudah 

terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar di sungai.Bila sungai, 

danau, rawa , pantai dan laut sudah tidak ada ikannya, maka manusia mulai 

merasakan betapa pentingnya kelestarian alam itu, tetapi kadangkala sesuatunya 

sudah terlambat. Seperti punahnya berbagai jenis ikan air tawar serta ancaman 

serius terhadap ikan laut, dengan bukti menurunnya hasil tangkapan baik 

pemancing maupun nelayan. 
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Pada Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, 

terdapat Masalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum dan racun 

dapat merusak ekosistem yang ada disungai. Setrum Ikan merupakan suatu alat 

yang digunakan untuk mencari ikan dengan memberikan suatu kejutan (tegangan) 

listrik yang dihasilkan oleh baterai Aki (accumulator) kepada ikan di air sehingga 

ikan menjadi lemas atau bahkan mati yang kemudian di tangkap oleh tukang 

setrum ikan ini. Tidak jarang orang menggunakan alat ini, di karenakan dengan 

alat ini para tukang setrum ikan bisa mendapatkan banyak ikan. Alat ini biasa 

dipakai untuk menangkap ikan di air tawar. Alat ini juga bisa dirakit sendiri 

sehingga para tukang setrum ikan tidak susah-susah untuk membeli alat ini di toko 

atau pasar. Dengan bermodalkan baterai aki (accu) dan sebuah kumparan yang 

kita sebut trafo (transformator), maka kita sudah bisa merakit alat setrum ikan ini. 

Penggunaan alat ini banyak merugikan masyarakat. Memang alat ini dapat 

menghasilkan ikan yang banyak, namun alat ini berpengaruh pada kelangsungan 

hidup ikan yang akhirnya merugikan masyarakat. Alat ini dapat membunuh ikan-

ikan kecil dan dapat menghancurkan telur-telur ikan. Jika telur ikan hancur dan 

ikan-ikan kecil mati maka beberapa tahun ke depan stok ikan di air akan 

berkurang. Cara ini juga merugikan para pencari ikan yang menggunakan cara-

cara tradisional seperti memancing, menjaring, menjala dan sebagainya. Para 

pemancing yang biasanya mendapatkan banyak ikan akan mengalami penurunan 

pendapatan secara drastis karena tempat yang ia pancingi telah di setrumi para 

tukang setrum ikan. Bukan cuman satu hari saja tetapi keesokan harinya ia 

memancing sama saja seperti hari seelumnya yaitu mendapat sedikit ikan. 
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Sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paya Rumbai yaitu 

dengan membuat Pertauran Desa salah satunya adalah Peraturan Desa Nomor No 

9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai 

dijelaskan dalam pasal 3 ketentuan larangan Nyetrum Dan Mengobati Ikan Di 

Sungai berlaku di seluruh aliran sungai yang berada dalam wilayah Desa Paya 

Rumbai adalah : 

1. Pemerintah Desa Paya Rumbai Kecamatan Seberida sesuai hasil 

musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa 

larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini 

2. Bentuk larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara 

lain : 

- Larangan penangkapan ikan dengan bahan beracun 

- Larangan penangkapan ikan dengan alat setrum 

- Pukat 

- dengan cara pengeruhan air 

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh 

masyarakat Desa Paya Rumbai dan luar Desa Paya Rumbai dengan 

Wilayah Atau Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2.  

Dari penjelasan pasal 3 poin 2 diatas menerangkan bentuk pelangaran 

yaitu larangan penangakapan ikan dengan alat sentrumdan bahan beracun. Tapi 

kenyataan yang terjadi dilapangan masih adanya masyarakat yang melakukan 

penangakpan ikan dengan alat sentrum dan bahan beracun. Pada hal sudah jelas 

ada peraturan yang mendukung terkait dengan larangan menyetrum Dan Meracun 
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Ikan Di Sungai. Di bentuk peraturan desa yang bertujuan untuk agar dapat 

melindugi ekosistem lingkungan hidup ekosisitem sungai karna sungai tempat 

mata pencaharian warga desa Paya Rumbai. 

 Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Paya Rumbai yang 

bertanggung jawab mengawasinya diatur pada pasal 4 Peraturan Desa No 09 

Tahun 2015 yaitu, selurh masyarakat desa Paya Rumbai tapa terkecuali 

berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat orang yang melanggar 

ketentuang larangan sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 2. Dari penjelasann 

tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah desalah yang bertanggung jawab 

sebagaimana pengawas dalam peraturan desa mengenai larangan menyentrum dan 

meracun ikan disungai dan mengifromasikan agar bila melihat melakukan 

aktivitas menyentrum dan meracun ikan dapat melaporkannya kepada pemerintah 

desa.  

Dalam Peraturan Desa No 09 Tahun 2015 pasal 4 ayat 3 mengatakan 

seluruh masyarakat Desa Paya Rumbai tanpa terkecuali berhak 

mengambil/memanfaatkan ekosistem yang ada di sungai (memancing ikan) 

dengan tetap memperhatikan peraturan desa / perundang-undangan yang di 

tetapkan. Dari penjelasa pasal diatas dapat diartikan bahwa sungai memiliki 

potensi pendapatan yang bila dijaga dengan baik akan berkesinambungan kepada 

generasi penerus masyarakat desa paya rumbai. Dalam hal ini sosialisasi yang 

dilakukan masih kurang dipahami oleh masyarakat, karena dapat dilihat hal ini 

terlihat masih adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di sungai 

menggunakan alat sentrum dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai.   
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 Dengan permasalahan tersebut tentu melanggar pasal 4 ayat 4 yang ada 

dalam peraturan desa paya rumbai yang berbunyi seluruh masyarakat desa paya 

rumbai tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi, dan memelihara 

kelestarian ekosistem sungai. Dan sanksi yang harus diterima dijelaskan pada 

pasal 5 yang berbunyi bagi siapa saja yang melanggar atau sengaja melakukan 

pelangaran yang dimaksud pada pasal 3 peraturan desa dikenakan sanksi-sanksi 

diantaranya : 

- Membayar uang denda sebesar Rp.10.000.000, bagi yang melakukan 

penyentruman 

- Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan 

peracunanan 

- Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang menggunakan 

pukat  

- Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000 bagi yang melakukan cara 

pengeruhan air.  

Dari sanksi diatas dapat dilihat berapa denda yang harus dibayar oleh 

masyarakat yang melakukan penyentruman. Tetapi yang terjadi sanksi yang di 

buat tersebut belum dijalankan dengan baik dapat dilihat ketika ada orang yang 

melakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum tidak diberikan sanksi sesuai 

peraturan desa tersebut, hanya berdamai begitu saja dan alat tangkapnya di ambil. 

Masyarakat kurang mengetahui apa efek samping untuk keberlangsungan 

ekosistem sungai. Kalau menyentrum efek sampingnya hanya ikan sekitar yang 
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mati, kalau racun semua yang ada disungai ikan itu mati dan kalau pengeruhan air 

ikan-ikan disungai timbul.  

Adapun pelanggaran terhadap Peraturan Desa Paya Rumbai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu No 09 Tahun 2015 Tentang Larangan 

Nyetrum dan Meracun Ikan Di Sungai adalah Sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Pelanggaran Terhadap Peraturan Desa Paya Rumbai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu No 09 Tahun 2015 Tentang 

Larangan Nyetrum dan Meracun Ikan Di Sungai dari tahun 

2016-2019 

No Tahun Meracun Ikan Menyentrum 

ikan 

Jumlah Pelanggaran 

1 2016 2 4 6 

2 2017 - 2 2 

3 2018 1 3 4 

4 2019 - 2 2 

Jumlah  3 11 14 

Sumber : Hasil wawancara kepada Rosman Yatim (Kepala Desa), 2018. 

Dalam hal penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum bukan 

masyarakat yang bukan berprofesi nelayan saja yang melakukan tetapi masyarakat 

yang berprofesi nelayan juga melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap 

sentrum tersebut.  
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Table I.2 Jumlah Kartu Keluarga (KK) dan Jumlah Masyarakat Berprofesi 

Nelayan 

No  Nama Dusun Jumlah KK Jumlah 

Masyarakat 

Berprofesi Nelayan 

1 Dusun Tua 152 55 

2 Dusun Pematang Kempas 163 77 

3 Kampung Baru  155 69 

Jumlah 470 201 

Sumber : Kantor Desa Payarumbai 2018.  

Dari table diatas dapat dilihat sebgaian besar masyarakat payarumbai 

Berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan social yang ada pada masyarakat Desa 

Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu merupakan 

fenomena social Yang tergolong buruk bagi keberlangsungan ekosistem sungai 

dan populasi ikan. berbagai macam persoalan yang dapat merusak lingkungan 

yang semakin berkembang pada masyarakat desa dapat mengancam 

keberlangsungan ekosistem didalam lingkungan desa paya rumbai dan sekitarnya. 

Berbagai fenomena social yang dimaksud adalah :  

1. Masih di temukan kecurangan yang dilakukan oleh nelayan dalam 

melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum. Seperti pada 

tabel I.1 

2. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan 

menyetrum dan meracun ikan disungai, sehingga kurang dipahami oleh 

masyarakat. hal ini terlihat masih adanya masyarakat yang melakukan 

penangkapan ikan di sungai menggunakan alat sentrum dan racun yang 

dapat merusak ekosistem sungai.  
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3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan 

penangkapan ikan dengan menggunakan alat sentrum dan racun, sehingga 

masalah pelanggaran penyentruman ikan dan meracun ikan disungai sering 

terjadi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas 

maka dapat diambil suatu perumusan maslaah yaitu : “Bagaimanakah 

Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan 

menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 

Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di 

Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan 

Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun 

Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu).  
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Yaitu penelitian ini diharapakan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi 

dalam perkembangan ilmu Administrasi khususnya di bidang Ilmu 

Administrasi Publik.  

b. Kegunaan Akademis  

Yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukkan 

bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 

c. Kegunaan Praktis 

Yaitu penelitian inidiharapkan bisa menjadi bahan masukkan atau bahan 

informasi dan data skunder dikalangan akademis lainnya, yang akan 

melaksanakan penelitian pada bidangnya.  

  



14 

BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN 

 

A. Studi Kepustakaan 

1. Konsep Administrasi 

Administrasi dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai 

makhluk sosial bahwa dia tidak dapat berdiri sendiri tapi harus melakukan 

kerjasama dengan orang lain yang mempunyai ide dan tujuan yang sama, dengan 

melakukan administrasi maka tujuan tersebut akan tercapai. Kedudukan 

administrasi tidak hanya terpaku pada legalistis yang kaku saja, akan tetapi akan 

tetapi berorientasi dinamis untuk melaksanakn aturan legal tersebut. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Administrasi diartikan sebagai : 

1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan 

cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. 

2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijaksanaan serta mencapai tujuan. 

3. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. 

4. Kegiatan kantor dan tata usaha. 

 

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011;7) asal kata administrasi adalah 

bahasa latin, administrare, yaitu gabungan ad (to) + ministrare (serve). Kata ini 
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selanjutnya membentuk kata admistratio yang berari cara membantu atau 

memberi bantuan. 

Menurut Siagian (2006;14) Administrasi adalah keseluruhan proses 

pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu 

pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial defenisinya tidak 

terbatas hanya sekedar pekerjaan  koresponden atau sama dengan catat mencatat. 

Administrasi dalam ari luas mencangkup keseluruhan proses aktivitas kerjasama 

sejumlah manusia dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan 

yang telah disepakati sebelumnya demi mencapai suatu organisasi yang efektif 

dan efisien demi kelancaran tujuan organisasi tersebut. 

Menurut Nawawi (dalam Syafiie 2003;5) Administrasi adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama 

sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut White (dalam Syafiie 2006;13) Administrasi adalah suatu proses 

yang umum  ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun 

swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. 

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie 2006;14) Administrasi adalah 

segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. 
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Menurut Silalahi (dalam Zulkifli 2014;11) Tentang pentingnya kebijakan 

pembagian kerja berdasarkan masing-masing hierarki organisasi. Administrasi 

adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian 

kerja sebagian yag ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber daya 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  

 

Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi 2011;7) Administrasi adalah aspek-

aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai 

dan komponen manusia dalam organisasi.  

Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, 

sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang 

sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Secara lengkap unsur-unsur 

pelaksanaannya tersebut sebagai berikut : 

1. Pengorganisasian  

2. Manajemen 

3. Tata hubungan 

4. Keuangan 

5. Perbekalan  

6. Tata usaha 

7. Perwakilan.  

Luther (dalam Hamim 2005;2) mengemukan bahwa administrasi 

berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan sebgai cara pencapaian 
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tujuan-tujuan ditentukan dengan aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebh 

suatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat pribadi.  

Menurut Fathoni (2006;5) bahwa pegertian administrasi yaitu suatu proses 

daya upaya yang dilakukan dua orang atau bekerjasama, secara rasional untuk 

mencapai tujuan yang telah di tentukan.  

Agar tujuan dan cita-cita manusia dalam sekelompok masyarakat tercapai 

salah satu jalan dapat ditempuh adalah dengan mengorgaisasikan berbagai tujuan 

dan cita-cita tersebut sehingga menjadi sebuah kesepakatan atau perjanjian 

bersama yang sudah tentu didalamnya juga terdapat peraturan dan tata tertib agar 

organisasi tersebut berjaan sesuai dengan yang di inginkan. 

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak tercapai dari 

adanya unsure manajemen, sebab manajemen merupakan penggerak agar tujuan 

dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efesien.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat penulis tarik 

kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama yang baik  

yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga guna untuk mencapai tujuan 

tertentu.   

2. Konsep Organisasi  

Dalam pelaksanaan administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat 

administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas dan tujuan organisasi tersebut. 

Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan 

dan aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi didalam sebuah organisasi 



18 

yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka 

tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien.  

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem 

berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan 

terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan 

seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam 

menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem 

lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.  

Menurut Wendrich, et al (dalam Brantas 2009;75) Organisasi adalah 

proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. menurut Sutarto (dalam Brantas2009:75) Organisasi 

adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau 

sistem sosial.  

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan 

suatu wadah atau suatu sistem saling mempengaruhi antara orang dalam 

kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.  

Menurut Waldo (dalam Syafiie 2006;52) Organisasi adalah sebagai suatu 

struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan 

antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.  

Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut 

pandang. Pertama, Organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-
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kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, Organisasi dapat 

dipandang sebagai proses dimana analisis interaction antara orang-orang yang 

menjadi anggota organisasi itu.  

Sukses tidaknya administrasi dan man,ajemen dalam melaksanakan fungsi 

pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu 

organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi 

yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh Siagian (2003;97) 

sebagai berikut :  

1. Terdapat tujuan yang jelas. 

2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam 

organisasi.  

3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.  

4. Adanya kesatuan arah.  

5. Adanya kesatuan perintah.  

6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab 

seseorang.  

7. Adanya pembagian tugas.  

8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.  

9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.  

10. Adanya jaminan jabatan.  

11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan 

jasa yang diberikan.  

12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.  
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Menurut James (dalam Hasibuan 2002;25) organization is from of every 

human association for the attainment of common purpose. Artinya, organisasi 

adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

Secara terperinci Syafri (2012;12) mengemukakan organisasi merupakan 

unsure utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu karena organisasi merupakan wadah( tempat) pengelompokkan orang dan 

pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi 

pencapaian tujuan.  

Selanjutnya untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif 

dan agar struktur organisasi yang ada dapat berjalan dengan efesien sebagaimana 

yang sudah digariskan, mak diperlukan proses administrasi yang baik pula karena 

administrasi merupakan kunci bagi keberhasilan suatu organisasi. Yakni dalam 

hal menyoroti dampak keputusan atau kebijaksanaan yang diambil ataupun tidak 

di ambil oleh para administrator. 

Bedasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis tarik 

kesimpulan bahwa konsep organisasi merupakan wadah pelaksanaan untuk 

bekerjasama yang mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan 

staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya 

pencapaian tujuan organisasi 

3. Konsep Manajemen  

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi 

untuk mempertahankan serta menjalankan oraganisasi. Ilmu dan strategi tersebut 
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terdapat dalam konsep manajemen, dimana menajemen merupakan suatu usaha 

atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan 

bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

Menurut Terry (dalam Syafiie 2006;49) Manajemen adalah suatu proses 

khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.  

Menurut Siagian (dalam Zulkifli 20014;19) Manajemen adalah 

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam 

Zulkifli 2014;19) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk 

mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.  

George R. Terry (dalam Zulkifli 2009;16) mendefenisikan konsep 

manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

Planning, organizing, actuating and controlling dimana pada masing-masing 

bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara 

bertututan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya.   

Dalam defenisi diatas manajemen berada dititik beratkan pada usaha 

memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung 
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jawab dan tugas pekerjaan yang jelas. Dan dari pengertian diatas dipastikan 

adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi 

yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada 

dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan 

efisien. Jika konseptualisasi manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi 

yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat 

diasumsikan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi.  

Menurut Fayol (dalam Siagian 2003;84) mengatakan bahwa fungsi 

administrasi dan manajemen itu ialah :  

1. Perencanaan.  

2. Pengorganisasian. 

3. Pemberian komando.  

4. Pengkoordinasian.  

5. Pengawasan. 

Manajemen dinyatakan dalam 6M, Brantas (2009;13) Man, Money, 

Methods, Materials, Machines, Markets. Namun pada unsur Men (manusia) ini 

merupakan unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena manusia 

sebagai penggerak atau pelaksana dari pada unsur-unsur manajemen lainnya.  

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. (Brantas 2009;4) 
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Selain itu menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainya 

secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, 

yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpentingdari setiap kegiatan 

manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan 

dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar-benar dapat 

dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi 

kepentingan individu.  

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah 

kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan 

saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu 

tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian 

manajerial, karena setiap manajer atau pemimipin harus memiliki ilmu 

manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang 

dipimpinannya. 

4. Konsep Kebijakan Publik  

Kebijakan merupakan  salah satu produk dari hasil musyawarah yang 

dilakukan oleh pemerintah (wakil rakyat). Kebiajkan publik sangat penting karena 

kebiajkan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap 

kehiduppan warga negaranya dan dapat mengetahui kinerja yang dilakukan oleh 

pemeritah. 
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Kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh 

seorang atau kelompok orang atau pemerintah dan satu lingkungan tertentu 

dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksana usulan 

tersebut dalam rangka  mencapai tujuan tertentu. Friedrich (dalam Lubis 2007;7).  

Menurut Anderson (dalam Nurcholis 2007;263) kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah 

pelaku untuk memecahkan suatu masalah.  

Menurut Nugroho (2008;61) kebijakan publik adalah keputusan yang 

dilihat oleh Negara, Khususnya pemerintah, sebagai strategis untuk 

merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah 

strategis untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada 

masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. 

Adapun karakteristik dari kebijakan Negara menurut wahab (2005;6-7) 

sebagai berikut :  

a. Merupakan tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan bukan serba acak 

atau kebetulan. 

b. Pada dasarnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dari pola yang 

mengarah kepada suatu tujuan untuk dilakukan oleh pejabat-pejabat 

pemerintah yang merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri 

c. Bersangkuta aud dengan apa yang selanjutnya dilakukan pemerintah 

dalam bidang bidang tertentu.  

d. Dalam bentuk positif kemungkinan akan mencakup beberapa pemerintah 

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan 
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dalam bentuknya kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat 

pemerintah untuk bertindak atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam 

masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. 

Dalam bentuk positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan 

wewenang tertentu sehingga masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yan 

abash.  

 

Sedangkan Carl I Fredrick (dalam Nugroho, 2008;53) mendefeniskan 

kebijakn publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok 

atau suatu pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan 

peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk 

memanfaatkan posisi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. 

Sedangkan menurut Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 2007;24) mengatakan 

tidak ada perbedaan yang mutlak dapat dibuat antara pembuatan keputusan dan 

pembuatan kebijaksanaan karena setiap penentuan kebijaksanaan adalah 

merupakan suatu keputtusan. Hal tersebut senada dengan yag dikemukan oleh 

Surbakti (1999;20) yang mengatakan bahwa kebiajakn umum merupakan bagian 

dari keputusan publik.  

Kemudian menurut kansil dan Christine (2003;190) kebijakan merupakan 

ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk, bagi usaha 

yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mewujudkan 

kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai suatu tujuan.  
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Untuk implementasi kebijakan Wahap (dalam Sumaryadi, 2018;87) 

menyebutkan 3 unsur penting dalam implementasi kebijakan : 

1.  Adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan 

2. Target grub, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan ata 

peningkatan. 

3. Unsure pelaksana, baik organisasi maupun perorangan untuk 

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan 

dari proses implementasi tersebut.   

Adapun proses atau tahapan dalam pembuatan kebiajkan menurut Dunn 

(2003;24), antara lain:  

a. Penyusunan Agenda 

b. Formulasi  kebiajkan 

c. Adopsi kebiajkan 

d. Implementasi kebijakan 

e. Penilaian kebijakan  

Sedangkan menurut Islamy (2007;77) proses dalam mengambil suatu 

kebijakan meliputi :  

a. Perumusan masalah kebiajkan  

b. Penyusunan agenda pemerintahan 

c. Perumusan usulan kebijaksanaan 

d. Pengesahan kebijaksanaan 

e. Pelaksanaan kebijaksanaan 
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f. Penilaian kebijakansanaan 

Selain itu ia juga mengungapkan ada tiga unsure yang harus diperhatikan 

dala proses pembuatan keputusan yyaitu jumlah orang yang ikut mengambil 

keputusan, peraturan pembuat keputusan dan formula pengambilan keputusan dan 

informasi.  

Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui atau meramalkan 

bagaimana kebijakan yang akan diambil  dan sesuai untuk mengatasi 

permaslaahan yang sedang dihadapi. Pemerintah biasanya menggunakan analisis 

kebiajkan dalam penyusunan APBD dan Peraturan daerah. 

Analisis  Kebijakn menurut Dunn (dalam Nugroho 2008;132-133) yaitu : 

1. Defenisi yaitu menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang 

menimbulkan permasalahn publik 

2. Prediksi yaitu menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa 

mendatang dari penerapan alternative kebiajakn, termasuk jika tidak 

melakukan sesuatu. 

3. Prediksi yaitu menyediakan informasi mengenai nialai konsekuensi 

alternative kebijakan mendatang 

4. Deskripsi menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan 

masa lalu dari yang diterapkan alternative kebiajkan 

5. Evaluasi yaitu kegunaan alternative kebiajakn dalam memecahkan 

masalah. 
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Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa 

kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan 

usulan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu. 

5. Implementasi kebijakan  

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan 

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktinya 

implementasi kebiajkan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 

tidak jarang bermatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. 

Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut.  

Winarno (2007;144) mengemukan bahwa implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebiajkan segera 

setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai actor, 

organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. 

Sementara itu Nugroho (2009;158) menjelaskan bahwa implementasi 

kebiajkan pada prinsipnyaa adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya yang memiliki rangkaian kegiatan program intervensi, proyek 

intervensi, kegiatan intervensi, umpan balik (masyarakat/public).  
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Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier (dalam Agustino 2012;139)  

implementasi adalah Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara unutk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. 

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2012;139) 

mendefenisikan  implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan-keputsan kebijaksanaan.  

Menurut Lester dan stewart Jr. (dalam Agustino 2012;140) implementasi 

sebagai suatu proses dalam suatu hal (output). Keberhasilan suatu implementasi 

kebiajakn dapat diukur yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diarahkan. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile 

Grindle (dalam Agustino 2012;140) pengukuran keberhasilan implementasi dapat 

dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelkasanaan program 

sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari 

individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.  

Perlu dicatat bahwa implementasi kebiajkan merupakan tahapan ang 

sangat penting dalam keseluruhan struktur kebiajkan. Karena melalui prosedur ini 

proses  kebiajkan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 
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tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (dalam 

Agustino 2012;141) pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan 

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebiajkan. Kebijakan-kebijakan 

hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam 

arsip kalau tidak di implementasikan.  

 

Terdapat empat variable yang sangat menetukan keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan menurut Edward III (dalam agustino 2012;149) 

yaitu : 

1. Komunikasi  

Komunikasi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. 

Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam implementasu kebijakan 

Edward III menjelaskan tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu : transisi 

(transmission), kejelasan (clarity), konsisten (consistensi). Substansi kebijakan 

harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus 

dikomunikasikan dengan jelas, akurat dan konsisten. Apabila dalam 

menyampaikan isi kebijakan tidak jelas dan tidak akurat akan berakibat pada 

penafsiran yang salah terhadap isi kebijakan tersebut atau bahkan bisa 

bertentangan.  

2. Sumberdaya 

Sumberdaya pada implementasi kebijakan merupakan bagian penting. Jika 

implementasi kebijakan ingin berjalan efektif, maka implementor tdak hanya 
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harus mengetahui apa yang diperbuat dan mempunyai kapabilitas untuk 

melakukan hal tersebut, tetapi mereka juga harus berhasrat untuk membawa 

implementasi itu ke tatanan praktis. Banyak implementor mempunyai wewenang 

untuk melakukannya. Oleh sebab itu, perlu tenaga yang ahli dan yang relevan 

dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau 

tidak ditangani oleh orang-orang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Tanpa 

sumberdaya apa yang ada tertulis diatas kertas tidak akan sama dengan policy 

yang dijalankan.   

3. Disposisi 

Disposisi (sikap). Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan dalam 

disposisi atau sikap pelaksana. Dalam implementasi kebijakan, tidak boleh terjadi 

kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara 

keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan 

berhasil dengan baik. Edward III menjelaskan bahwa disposisi dalam 

implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan tertentu 

mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila para implementor benar-benar 

tidak setuju dengan substansi kebijakan. Kadang-kadang imlementasi dihambat 

oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks seperti bila para pelaksana kebijakan 

menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui untuk 

meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda. 

4. Struktur birokrasi 

Efektifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan. Menurud Edward III terdapat dua karakteristik utama dari struktur  
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birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (SOP) dan fragmentasi. Standart 

operating procedure (SOP) dikembangkan sebagai respo terhadap keterbatasan 

waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya 

organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmantasi 

berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi seperti komite legislative, 

kelompok-kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi Negara an alat 

kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.  

ada enam variable, menuut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruh 

kinerja kebijakan publik tersebut (dalam Agustino 2012 : 142) 

1. Ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya 

jika-danhanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan 

sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran mengada 

di level pelaksanaan kebijakan.  

2. Sumberdaya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan 

sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 

implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang 

diperhitungkan juga ialah sumberdaya financial dan sumberdaya waktu. Karena 

mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah 

tersedia sedangkan kucuran dana melalui amggaran tidak tersedia maka memang 
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menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan 

kebijakan public.  

3. Karakteristik agen pelaksana 

Kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi 

oleh cirri-ciri yang tepat serta ccok dengan para agen pelaksanaannya. Minsalnya, 

implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah prilaku atau 

tindaklaku manusia secara radikal maka agen pelaksana projek itu harusnya 

berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila 

kebijakan public itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat 

dapat saja age pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada 

gambaran yang pertama.  

4. Sikap/kecenderungan para pelaksana 

Sikap penerimaan atau penolakkan dari (agen) pelaksana akan sangat 

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan 

public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan 

permasalahan warga setempat yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan 

implementor sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah 

mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginana  atau 

permasalahn yang ingin selesaikan.  
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5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 

 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi dianatar pihak-pihak yang 

terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan 

akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.  

6. Lingkungan ekonomi, social dan politik  

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan 

kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 

yang tidak kondunsif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementaskan kebijakan 

harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.  

Beberapa faktor yang meepengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu 

kebijakan publik yaitu : 

1. Faktor penentu pemenuhan kebijakan 

a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputuusan 

pemerintah 

b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan 

c. Adanya sanksi hukum 

d. Adanya kepentingan publik 

e. Adanya kepentingan pribadi 

f. Masalah waktu 

g.  
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2. Faktor penentu penolakan atau penundaa kebijakan 

a. Adanya kebiajkan yang bertentangan dengan system nilai yang 

mengada 

b. Tidaka adanya kepastian hukum 

c. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi 

d. Adanya konsep ketidakpauhan selektif terhadap hukum 

 

B. Kerangka Pikir  

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan 

diatas,maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini.Adapun 

kerangkadari penelitian ini dapat dilihat pada gambar II. 
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Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 

Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di 

Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Modifikasi Penulis 2018.  

 

 

Organisasi 

Manajemen 

Kebijakan Publik (Peraturan Desa  

No 09 tahun 2015 ) 

Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn 
1. Sumberdaya  

2. Karakteristik Para Pelaksana 

3. Sikap Para Pelaksana 

4. Komunikasi antarorganisasi 

5. Lingkungan Ekonomi, dan Sosial 

 

      Terlaksana 

Cukup Terlaksana 

Administrasi  
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C. Konsep Operasional  

 Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari 

kesalahan pemahaman terhadap penelitian, maka penulis perlu 

mengoperasionalkan variable-variabel yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian ini.Adapun konsep itu adalah :  

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya 

dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang 

telah di tentukan sebelumnya.  

2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan anatara dua orang atau lebih 

yang berkerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu 

tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan dimana terdapat 

seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok 

orang yang disebut bawahan.  

3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan memimpin 

dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua 

sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah 

ditetapkan.  

4. Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan 

seseorang kelompok atau suatu pemerintah dalam suatu lingkungan 

tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebiajakn yang diusulkan 
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tersebut ditujukan untuk memanfaatkan posisi sekaligus mngatasi 

hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  

5. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 

yang telah digariskan dalam keputusan-keputsan kebijaksanaan.  

6.  Sumberdaya ialah suatu bentuk sifat perangsang seperti pendanaan yang 

mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 

7. Karakteristik para pelaksana ialah mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 

8. Sikap para pelaksana ialah Sikap penerimaan atau penolakkan dari (agen) 

pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya 

kinerja implementasi kebijakan public. 

9. Komunikasi antar organisasi ialah bentuk birokrasi yang dilaksanakan oleh 

lembaga tertentu yang saling berkaitan dan memiliki hubungan yang 

potensial dalam menjalankan kebijakan. 

10. Lingkungan ekonomi, ialah dari segi ekonomi karna marakanya 

penangkapan ikan dengan alat sentrum maka perekonomian atau 

pendapatan dari masyarakat nelayan berkurang dan sosial ialah sejauh 

mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public 

yang telah ditetapkan.  

D. Operasionalisasi Variabel  
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Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan 

(penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional 

(pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variable 

adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. 

Tabel II. I : Operasional Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Desa 

Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan 

Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) 

 

Konsep Variabel Indikator Item yang dinilai Skala 

1 2 3 
4 

5 

 

Kebijakan 

merupakan 

ketentuan-

ketentuan yang 

dijadikan 

pedoman, 

pegangan, 

petunjuk, bagi 

usaha yang 

dilakukan bagi 

masyarakat 

dan aparatur 

pemerintah 

untuk 

mewujudkan 

kelancaran dan 

keterpaduan 

dalam 

mencapai 

suatu tujuan. 

menurut kansil 

 

Kebijakan 

Implementasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sumberday

a 

 

 

 

 

 

2. Karakteristi

k Para 

Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

3. Sikap Para 

Pelaksana 

 

a. Sumberdaya 

manusia 

 

b. Sarana dan 

Prasarana 

 

 

a. Jelasnya fungsi 

dan 

tanggungjawab 

masing-masing 

pelaksana 

 

b. memberikan  

sanksi yang 

tegas 

 

 

a. Pemahaman dan 

pendalaman 

 

Terlaksana 

Cukup 

terlaksana 

Tidak 

terlaksana 

 

Terlaksana 

Cukup 

terlaksana 

Tidak 

terlaksana 

 

 

 

Terlaksana 

Cukup 
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dan Christine 

(2003;190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Komunikasi 

Antarorgani

sasi 

 

 

 

kebijakan 

 

b. Masyarakat juga 

ikut 

berpartisipasi 

dan juga 

mengawasi 

pelaksanaan 

kebijakan. 

 

a. Mengadakan 

sosialisasi 

mengenai 

Peraruran Desa 

tentang larangan 

menyentrum 

dan-  

 

terlaksana 

Tidak 

terlaksana 

 

 

Terlaksana 

Cukup 

terlaksana 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lingkungan 

Ekonomi, 

Sosial 

meracun ikan 

dan memberikan 

informasi kepada 

masyarakat dan 

instansi terkait.  

 

b. Keterkaitan 

dengan 

pemerintah desa 

Dusun atau 

RT/RW.  

a. Adanya 

hubungan yang 

baik dengan 

masyarakat 

 

b. Adanya 

tanggapan positif 

dari masyarakat 

serta mengetahui 

adanya peraturan 

desa tentang 

larangan 

menyentrum dan 

meracun ikan.  

 

Tidak 

terlaksana 

 

 

 

 

 

Terlaksana 

Cukup 

terlaksana 

Tidak 

terlaksana  

 

 

Sumber : Modifikasi Penulis 2018 
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E. Teknik Pengukuran  

Untuk mempermudah menganalisis data, maka penelitian terhadap 

pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 

(tiga) kategori yaitu, Terlaksana, Cukup Terlaksana dan Tidak Terlaksana.Adapun 

teknik yang digunakan dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Terlaksana              : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 76%-100%.  

Cukup Terlaksana      : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 34% - 66%.  

Tidak Terlaksana      : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 1% - 34%.   

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut : 

1. Sumberdaya, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :  

Terlaksana                    : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 76%-100%.  

Cukup Terlaksana        : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 34% - 66%.  

Tidak Terlaksana         : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 1% - 34%.   
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2. Karakteristik para pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut : 

Terlaksana                    : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 76%-100%.  

Cukup Terlaksana        : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 34% - 66%.  

Tidak Terlaksana         : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 1% - 34%.   

3. Sikap para pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut : 

Terlaksana                    : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 76%-100%.  

Cukup Terlaksana        : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 34% - 66%.  

Tidak Terlaksana         : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 1% - 34%.   

4. Komunikasi antarorganisasi, dikatakan dengan kategori sebagai berikut : 

Terlaksana                    : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 76%-100%.  

Cukup Terlaksana        : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 34% - 66%.  

Tidak Terlaksana         : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 1% - 34%.   
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5. Lingkungan ekonomi dan sosial, dikatakan dengan kategori sebagai 

berikut : 

Terlaksana                    : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 76%-100%.  

Cukup Terlaksana        : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 34% - 66%.  

Tidak Terlaksana         : Apabila Hasil indikator variable penelitian dalam rentang 

presentase 1% - 34%.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Tipe Penelitian 

Bahwa penelitian ini menarik dan menetapkan sejumlah sampel dari 

populasi yang dijadikan sebagai sumber data dan informasi dimana sampel 

tersebut ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi penelitian. Serta 

mengutamakan alat pengumpulan data daftar kuisioner dan daftar pedoman 

wawancara sebagai alat dasar untuk menjelaskan variable penelitian dan 

pengaruhnya bertitik tolak dari pemanfaatan data tersebut maka penelitian ini 

dapat dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif dengan pendekatan 

metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan 

menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan yang ada. Metode Kuantitatif adalah 

penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari keseluruhan 

penelitian. Teori yang menjadi bingkai kerja adalah teori-teori tentang masalah 

penelitian sangat membantu peneliti dalam mengoperasionalkan variable-

variabelnya, Effendy (2014;90). 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa 

PayaRumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. karena penulis lebih 

memahami situasi dan kondisi di Desa Paya Rumbai serta masih ada masyarakat 

yang tidak peduli terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah desa paya 

rumbai yaitu tentang larangan nyetrum ikan dan meracun ikan. Beberapa hal 
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tersebut membuat penulis yang sekaligus penduduk desa paya rumbai tertarik dan 

berkeinginan untuk membuat suatu usulan penelitian.  

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau 

peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu 

yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian Khasan Effendy 

(2014;101). 

b. Sampel 

Secara etimologi sampel yaitu sesuatu yang di gunakan untuk menunjukan 

sifat sesuatu kelompok yang lebih besar, bagian dari populasi statistik yang 

cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan Khasan 

Effendy (2014;101). 

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi dan sampel penelitian 

mengenai  Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang 

Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada III. 1 dibawah 

ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



46 

Tabe III.1 :   Tabel Populasi dan Sampel tentang Implementasi Peraturan 

Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum 

Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) 

No Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Kepala Desa 1 1 100% 

2 Sekteratis Desa 1 1 100% 

3 Kepala seksi  

 Kasi  Pemerintahan 

 Kasi Pelayanan 

 Kasi Kesra 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

100% 

4 KepalaDusun 

 Dusun 1 

 Dusun 2 

 Dusun 3 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

100% 

5 BPD 1 1 100% 

6 Masyarakat Nelayan 201 50 - 

 Jumlah 210 59 - 

Sumber : Data Olahan Penulis 2018 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah 

Dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun penarikan sampel dalam 

Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan 

menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), penarikan sampel untuk Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi 

Kesra), Kepala Dusun (Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3), BPD, Dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel secara jenuh atau Teknik Sensus. 

Teknik Sensus yaitu seluruh responden dijadikan sebagai sampel. Sedangkan 
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untuk masyarakat nelayan menggunakan accidental sampling. Accidental 

sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, Hikmat (2011;64).  

E. Jenis dan Sumber Data  

Adapun jenis data yang penulis  gunakan  dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari 

responden meliputi hasil kuisioner yang berkenaan dengan Implementasi 

Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan 

Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu), Yang di ambil langsung di Kantor Desa 

Payarumbai Kecamatan Seberida  serta hasil wawancara dengan key 

informan untuk melengkapi dan memperjelas data hasil  kuisioner.  

b. Data Sekunder, adalah data yang diperolehdari Kantor Desa Paya Rumbai  

yang kemudian di olah menjadi sebuah informasi, dan secara keseluruhan 

merupakan data-data yang terkait dalam dengan Implementasi Peraturan 

Desa No 9 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan 

Di Sungai (Studi Di Desa Payarumbai Kecamatan  Seberida  Kabupaten 

Indragiri Hulu). 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi, Yaitu melakukan pengamatan langsung kelokasi 

penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung 

kejadian sesungguhnya di lapangan.  
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b. Wawancara, Yaitu melakukan Tanya jawab langsung terhadap 

responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan 

yang jelas, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data dari 

informan. Yang penulis wawancarai yaitu Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi 

Kesra), Kepala Dusun (Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3), BPD.  

c. Kuisioner, yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah 

disusun secara sistematis berkaitan dengan variable penelitian dan 

kemudian disebarkan kepada responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. Untuk masyarakat nelayan penulis 

menggunakan kuesioner.  

d. Dokumentasi, Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

dokumen yang diperlukan dalam penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

G. Teknik Analisis Data  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, 

dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan 

dan di uraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis 

kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk table yang dilengkapi dengan 

penjelasan.  

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian 

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai dengan Implementasi 

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan 
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Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada table III.2 sebagai berikut: 

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi 

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan 

menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa 

Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri 

Hulu). 

No JenisKegiatan 

Bulan dan Minggu Ke 

september Oktober Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan UP                         

2 Seminar UP                         

3 Revisi UP                         

4 Revisi Kuisioner                         

5 Rekomendasi Survay                         

6 Survay Lapangan                         

7 Analisis Data                         

8 
Penyusunan Laporan 

Hasil Penelitian 
                        

9 
Konsultasi Revisi 

Skripsi 
                        

10 
Ujian Konferehensif 

Skripsi 

                        

11 Revisi Skripsi                         

12 Penggandaan Skripsi                         

Sumber : Data Olahan 2018 
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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Paya Rumbai  

1. Sejarah Desa Paya Rumbai  

Desa Paya Rumbai adalah suatu wilayah di Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat 

dikenal karena keberadaan sebuah mata air berbentuk sumur diwilayh tersebut 

yang konon sumur tersebut tidak pernah kering walaupun musim kemarau. 

Desa paya rumbai mulai berbetuk dimulai terbentuk dimulai pada tahun 

1827. Pada tahun 1827 penglolaan desa diserahkan kepada pemerintahan daerah 

provinsi riau, dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepada desa yang pertama dan 

terpilih bapak datuk dagang , tanah yang digunakan untuk lokasi desa paya 

rumbai berasal dari penyerahan sesepuh desa paya rumbai . selanjutnya setelah 

masa pemerintahan datuk dagang, masyarakat desa paya rumbai memilih 

pemimpin baru tahun 1945 yang bernama encik bujang, pemilihan kepala desa 

dilakukan secara musyawarah. Selanjut nya pada tahun 1991 masyarakat desa 

paya rumbai untuk kedua kalinya melakukan pemelihan kepala desa dengan 

dengan cara pemilihan kepala desa pada saat sekarang, dengan beberapa calon 

kades sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan desa 

paya rumbai pada pemelihan kepala desa tahun 1982 terpilih bapak zakaria sani. 

Kemudian tahun 1991 ini yang terpilih menjadi kepala desa adalah bapak marjuni 

SL. Rata –rata kepala desa di paya rumbai ini menjabat 1 periode masa 

pemerintahan desa. 
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2. Keadaan geografis  

a. Batas Dan Luas Wilayah  

Batas wilayah Desa Letak Geografi Desa Paya Rumbai Terletak di Antara: 

SebelahUtara      : Desa Talang Jerinjing 

Sebelah Timur     : Desa Kuala Mulia 

Sebelah Selatan     : Desa Penyaguan 

Sebelah Barat      : Desa Bukit Merantih/Buluh 

Rampai 

Dari Paya Rumbai ke Kota Kecamatan  : 15,5 Km 

Dari Paya Rumbai ke Kabupaten   : 24 Km 

Dari Paya Rumbai ke Provinsi   : 225 Km 

Luas wilayah desa luas wilayah desa paya rumbai total: 23.420 ha 

1. Pemukiman : 2.170 Ha 

2. Perkebunan : 16.464 Ha 

3. Lahan Kosong : 2430 Ha 

4. Ladang : 1950,690 Ha 

5. Kuburan : 0,4228 Ha 

6. Perkantoran : 0, 0679 Ha 

7. Sekolah :0,2941 Ha 

8. Jalan : 400 Ha 

9. Tanah kas desa : 3 Ha 



52 

10. Fasilitas umum : 1,37025 Ha 

11. Pasar : 0,0480 Ha 

12. Gedung pertemuan : 0,1050 Ha 

b. Pendidikan  

Setiap kegiatan sosial dan ekonomi yang terlaksana dalam kehidupan 

masyarakat tidak terlepas dari unsur pendidikan yang dimiliki. Pendidikan 

memang peran penting dalam upaya pemcapaian tujuan untuk kesejahteraan.  

Usaha  untuk mencerdaskan bangsa pemerintah telah mengusahakan 

dengan cara mendirikan berbagai sarana prasarana pendidikan setiap daerah 

bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan wawasan yang dapat 

mengantarkan pada kemajuan di Desa Paya Rumbai.  

Tabel IV.1 : Jumlah Sekolah Menurut Jenis Yang Ada Di Desa Paya Rumbai  

No Tempat Pendidikan Jumlah 

1 TK 1 

2 SD 1 

3 SLTP 0 

4 SLTA 0 

5 MDA 1 

Sumber : Kantor Desa Paya Rumbai 

c. Mata Pencaharian  
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Di Desa Paya Rumbai Memiliki Sungai selebar 50 Meter. Masyarakat 

Desa Paya Rumbai sangat bergantung pada air sungai. Hampir semua kegiatan 

dilakukan dengan menggunakan media air atau sungai. Bahkan, mata pencaharian 

utama mereka pun berhubungan dengan air atau sungai, yaitu menangkap ikan. 

Sebgaian besar masyarakat Desa Paya Rumbai adalah bermata pencaharian 

sebagai Nelayan.  

Table IV.2 Jumlah Masyarakat Berprofesi Nelayan 

No  Nama Dusun Jumlah KK Jumlah 

Masyarakat 

Berprofesi Nelayan 

1 Dusun Tua 152 55 

2 Dusun Pematang Kempas 163 77 

3 Kampung Baru  155 69 

Jumlah 470 201 

Sumber : Kantor Desa Payarumbai 2019.  

Dari table diatas dapat dilihat sebgaian besar masyarakat payarumbai 

Berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan social yang ada pada masyarakat Desa 

Paya Rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu merupakan 

fenomena social Yang tergolong buruk bagi keberlangsungan ekosistem sungai 

dan populasi ikan.  
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B. Struktur Organisasi di Kantor Desa Paya Rumbai 

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Paya Rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Desa Paya Rumbai 2019 
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C. Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Desa Paya Rumbai 

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa paya rumbai adalah : 

 Tupoksi Kepala Desa 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dana kemasyarakatan.  

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai fungsi :  

1. Memimpin menyelenggrakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan rancangan peraturan desa 

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD 

4. Menyusun dan mengajukaan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5. Membina kehidupan masyarakat desa 

6. Membina perekonomian desa 

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan  

9. Melaksanakan wewenag lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

 

 Tupoksi Sekretaris Desa  

Sekretaris berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah kepala desa. 

Tugas sekretaris desa ialah : 

1. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis 

dan wilayah 

2. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah 

desa dan kemasyarakatan 

3. Melaksnakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat 

menyurat dan kearsipan 

4. Mengumpul, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk 

pembinaan dan pelayanan masyarakat 

5. Menyusun laporan pemerintah desa 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 
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 Tupoksi kasi pemerintahan  

Tugas kasi pemerintahan yaitu melaksanakan manajemen tata praja 

pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah 

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah serta 

pendataan fungsi.  

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai : 

1. Menyusun program kerja bidang pemerintahan di kelurahan  

2. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sataf sesuai tugasnya 

masing-masing 

3. Mengawasi dan memeriksa berkas pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pemerintahan 

4. Membina dan mengarahkan staf dalam hal peningkatan kinerja pelayanan 

kepada masyarakat berdasarkan standar pelayanan yang sudah ditetapkan 

5. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, penyiapan 

bahan pelayanan kelurahan di bidang pemerintahan 

6. Memfasilitasi dan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi data 

profil/monografi kelurahan/desa. 

7. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan 

8. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pajak bumi dan bangunan ( 

PBB) di kelurahan 

9. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku  

10. Mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan serta melaporkannya kepada 

lurah 

11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

pimpinan.  

 

 Tupoksi Kasi Pelayanan 

1. Perkawinan dan perceraian  

2. Surat izin usaha 

3. Izin keramaian /  hiburan 

4. Legalisir 

5. Keterangan berkelakuan baik 

6. Gotong royong 

7. Pasar desa 

8. Kegiatan keagamaan 
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9. Ketenagakerjaan  

10. Penyakit masyarakat 

11. Pajak dan restribusi 

12. Pemilu / pilkada 

13. Kegiatan hari besar  

 

 Tupoksi Seksi Kesejahteraan  

1. Surat keterangan kelahiran 

2. Surat keterangan kematian 

3. Surat keterangan tidak mampu 

4. Anak yatim 

5. Saran/ prasarana perdesaan 

6. Pembangunan 

7. Pendidikan 

8. Kesehatan 

9. Seni dan budaya 

10. Ekonomi  

11. Politik 

12. Lingkungan hidup 

13. PKK 

14. Olahraga 

15. Karang taruna 

16. Konflik sosial 

 

 Tupoksi Urusan Tata Usaha 

 

1. Tata naskah 

2. Administrasi surat menyurat 

3. Arsip 

4. Ekspedisi 

5. Penataan administrasi perangkat desa  

6. Penyediaan prasarana perangkat desa/kantor 

7. Penyiapan rapat (daftar hadir resume rapat) 

8. Administrasi aset desa 

9. Inventarisasi 

10. Perjalanan dinas  

 

 Tupoksi Urusan Keuangan  

1. Administrasi keuangan  

2. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran  

3. Memperifikasi administrasi keuangan  

4. Administrasi siltap 

 

 Tupoksi Kaur Umum  
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Staf umum desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kaur dan kasi 

desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan . 

Dalam melaksanakan tugas staff umum desa mempunyai fungsi : 

1. Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul dan pengolah kepegawaian 

2. Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul dan pengolah administrasi 

keuangan 

3. Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan perlengkapan dan 

inventaris desa 

4. Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan rumah tangga desa 

5. Membantu Kaur / Kasi dalam pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan 

upacara 

6. Membantu Kaur / Kasi dalam pengolah urusan surat menyurat kearsipan 

dan ekspedisi ( tata usaha desa)  

7. Membantu Kaur / Kasi dalam pengumpul bahan dan penyusun laporan 

pemerintah desa 

8. Membantu Kaur / Kasi dalam pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh atasan.  

 

D. Sumber Daya Organisasi Di Kantor Desa Paya Rumbai  

Tabel IV.3 Struktur organisasi pemerintahan Desa Paya Rumbai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indargiri Hulu  

No Jabatan Nama 

1 Kepala Desa Rosman Yatim 

2 Sekretaris Desa Arpan 

3 Kasi Pemerintahan Ricki Anggara, A.Md 

4 Kasi Pelayanan Andi Andika  

5 Kasi Kesra Dedi Saputra 

6 Kaur Tata Usaha Heru Anggara 

7 Kaur Keuangan Ayu Ningsih 

8 Kaur Umum  Anggi. A 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil 

penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang 

Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu). Analisis ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kinerja pegawai dalam melaksanakan peraturan tersebut agar tidak 

ada lagi nelayan atau masyarakat melakukan penyentruman dan meracun ikan. 

Data-data yang dianalisis diperoleh melalui kuisioner yang ditujukan kepada para 

responden yang merupakan Pegawai kantor desa, BPD dan dusun, serta 

masyarakat atau nelayan yang berada di Desa Paya Rumbai. Sebelum melakukan 

analisis terhadap pegawai pada instansi tersebut, maka terlebih dahulu akan 

dianalisis hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang menjadi 

sampel pada penelitian ini. Sehingga dengan penjabaran identitas dapat 

mempermudah proses penelitian.  

A. Identitas Responden  

Sebelum pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 

Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi 

Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu), dalam 

penelitian ini yang menjadi sample atau responden adalah Aparatur Desa, BPD, 

Kepala Dusun dan masyarakat atau nelayan di desa paya rumbai. Berikut ini 

uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur dan tingkat 

pendidikan pegawai. 

54 
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1. Tingkat Umur  

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam 

melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat 

berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan 

mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi 

dan ketahanan fisik dalam bekerja yang mungkin dipengaruhi oleh faktor 

kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Adapun tingkat umur pegawai kantor desa 

paya rumbai yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

V.1 adalah sebagai berikut:  

Tabel V.1 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Pegawai 

Kantor Desa Paya Rumbai 

 

NO Usia Jumlah Presentase 

1 18 – 27 2 22% 

2 28 – 37 3 33% 

3 38 – 47 4 45% 

4 48 – 57 - - 

5 
> 57 

- - 

Jumlah 9 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

  Berdasarkan tabel V.1. di atas dapat diketahui tingkat umur dari jumlah 

keseluruhan responden yang merupakan Pegawai Kantor Desa paya rumbai yaitu 

untuk usia 18-27 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 22% untuk usia 28-

37 tahun berjumlah 3 orang dengan presentase 33%, dan di usia 38-47 tahun 

berjumlah 4 orang dengan presentase 45%. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47. Karena usia 38-47 

ini merupakan masa yang aktif dan produktif dalam menjalankan aktifitas.  

Tabel V.2 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Masyarakat 

Nelayan di Desa Paya Rumbai 

NO Usia Jumlah Presentase 

1 18 – 27 5 10% 

2 28 – 37 15 30% 

3 38 – 47 24 48% 

4 48 – 57 4 8% 

5 >57 2 4% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Berdasarkan tabel V.2 diatas diketahui bahwa untuk identitas responden 

jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 18-27 tahun 

berjumlah 5 orang dengan presentase 10%, usia 28-37 tahun berjumlah 15 orang 

dengan presentase 30%, usia 38-47 tahun berjumlah 24 orang dengan presentase 

48%, usia 48-57 tahun berjumlah 4 orang dengan presentase 8%, dan usia >57 

tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 4%. Dengan demikian dapat 

simpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47 tahun.   

2. Tingkat Pendidikan 

 

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap 

responden yang merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat 

melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. 

Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang 

jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu dalam 
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penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah 

satu kriteria yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui identitas responden 

berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat dari table berikut ini. V.3 

adalah sebagai berikut: 

Tabel V.3 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Pegawai Kantor Desa Paya Rumbai  

NO Usia Jumlah Presentase 

1 SD - - 

2 SLTP 2 22% 

3 SLTA 5 56% 

4 Diploma (D3) - - 

5 Strata 1 (S1) 2 22% 

6 Strata 2 (S2) - - 

Jumlah 9 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Berdasarkan Tabel V.3 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden 

dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk mengetahui 

pendidikan SLTP sebanyak 2 orang dengan presentase 22%. pendidkan SLTA 

sebanyak 5 orang dengan presentase 56%, dan tingkat S1 sebanyak 2 orang 

dengan presentase 22%. Maka dapat diketahui identitas responden dilihat dari 

tingkat pendidikan pada pegawai di kantor desa paya rumbai, yang lebih banyak 

atau dominan yaitu SMA.  
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Tabel V.4 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan 

Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai 

NO Usia Jumlah Presentase 

1 SD 20 40% 

2 SLTP 14 28% 

3 SLTA 16 32% 

4 Diploma (D3) - - 

5 Strata 1 (S1) - - 

6 Strata 2 (S2) - - 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Berdasarkan tabel V.4 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden 

masyarakat nelayan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, 

untuk mengetahui pendidikan SLTA sebanyak 16 orang dengan presentase 32%, 

SLTP sebanyak 14 orang dengan presentase 28%. Dan SD sebanyak 20 orang 

dengan presentase 40%. Maka dapat diketahui untuk identitas responden pada 

masyarakat nelayan terdiri dari berbagai tingkatan, yang lebih dominan atau 

banyak yaitu SD. Factor pendidikanlah yang menjadi alasan sebagian nelayan di 

desa paya rumbai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan menjadi seorang 

nelayan.  

3. Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden 

dalam menghadapi suatu pekerjaan, dimana seorang pria biasanya lebih cepat 

daripada wanita, begitu juga wanita biasanya bekerja lebih rapi dari pada pria 

dalam menentukan hasil dari pekerjaan. Keduanya memiliki kelebihan dan 
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kekurangan, oleh karena itu diharapkan agar keduanya dapat saling mengisi dan 

melengkapi kekurangan sehingga terbentuk tim kerja yang solid dan dapat 

tercapai.  

Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan, 

dimana pria biasanya lebih cepat emosional dari pada wanita. Perbedaaan 

emosional dapat mempengaruhi hasil dari sebuah pekerjaan. Untuk lebih jelasnya 

mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel V.5 sebagai berikut.  

Tabel V.5 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Untuk 

Pegawai Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  

NO Usia Jumlah Presentase 

1 Laki-Laki 9 100% 

2 Perempuan  - - 

Jumlah 18 100% 

Sumber : Data Olahan 2018 

Dari Tabel V.5 diatas diketahui bahwa jumlah pegawai di kantor desa paya 

rumbai yang dijadikan sebagai responden jika dilihat dari jenis kelamin yaitu 

untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 9 orang dengan presentase 100% dari 

keseluruhan pegawai yang dijadikan populasi dan sampel yang berjumlah 9 orang.  

Tabel V.6 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin untuk 

Masyarakat Nelayan di Desa Paya Rumbai 

 

NO Usia Jumlah Presentase 

1 Laki-Laki 50 100% 

2 Perempuan  - - 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Olahan 2018 
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 Dari tabel V.6 diatas diketahui bahwa jumlah masyarakat nelayan yang 

dijadikan sebagai responden jika dilihat dai jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-

laki yaitu sebanyak 50 orang dengan jumlah presentase 100% keseluruhan 

nelayan atau kelompok masyarakat pengawas yang dijadikan populasi dan sampel 

yang berjumlah 50 orang.  

B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Peraturan 

Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan 

Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) 

 

Untuk melihat Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 

Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya 

rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) yang dijadikan indikator 

adalah sumberdaya, karakteristik para pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, 

dan lingkungan ekonomi dan sosial adalah :  

1. Sumberdaya  

Dalam  tulisan ini yang di maksud dengan sumberdaya adalah Manusia 

merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan 

proses implementasi. Maksudnya disini yaitu peran aparatur desa dalam 

melakukan pemantauan terkait dengan masyarakat yang melakukan penangkapan 

dengan alat tangkap sentrum dan racun. Untuk melihat hasil tanggapan responden 

yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator sumberdaya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel V.7 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Sumberdaya  

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Sumberdaya 

manusia dalam 

melakukan 

pengawasan 

langsung   

2 

(25%) 

6 

(75%) 

  

- 

8 

2 Sarana dan 

prasarana 

4 

(50%) 

 4 

(50%) 

- 8 

 Jumlah  6 10 - 16 

 Rata-Rata  3 5 - 8 

 Presentase  38% 62% - 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

Dari tabel V.7 dapat dilihat bahwa tanggapan responden pegawai terhadap 

indikator sumberdaya dengan item penilaian pertama pada pertanyaan 

Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung, pegawai  yang 

menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 25%, pegawai yang 

menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 75%, dan 

pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi untuk 

item pertanyaan pelaksanaan inspeksi langsung pegawai menyatakan “cukup 

terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan langsung belum 

sepenuhnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan. karna dalam melakukan 

pengawasan ini tidak ditetapkan siapa yang harus melakukan pengawasan karna 

seluruh masyarakat juga terlibat dalam melakukan pengawasan.  

Untuk item penilaian kedua pertanyaan Sarana dan prasarana yang 

menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, yang menjawab 

cukup terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab 
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tidak terlaksana pegawai tidak ada yang menjawab. Jadi  untuk item pertanyaan 

sarana dan prasarana,  pegawai mengatakan “ cukup terlaksana”. Hal ni 

dikarenakan ketika ditemukan pelaku penyentruman alat tangkapnya kadang tidak 

diambil oleh pihak desa hanya dikasi surat peringatan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden pegawai terhadap indikator sumberdaya berada pada kategori “Cukup 

Terlaksana” yakni dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62% dari 

keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa 

Paya Rumbai Bapak Rosman Yatim, Senin, 11 Maret 2019 beliau mengatakan : 

“Dengan terbitnya perdes secara ini secara tidak langsung saya selaku kepala 

desa sudah melakukan pengawasan langsung, melalui RT sebagai aparatur desa 

yang bersentuhan dekat dengan masyarakat juga melakukan pengawasan 

langsung dengan cara sosialisasi. Ketika sebuah kebijakan sudah dibuat oleh 

pemerintahan desa sudah kewajiban pemerintah desa menjalankan peraturan 

yang sudah dibuat sesuai isi kebijakan yang sudah dibuat yang isinya bahwa 

setiap pelaku penyentruman akan ditangkap lalu alat tangkap pelaku yang 

diguankan untuk menyentrum juga disita”.  

Berdasarkan hasil observasi penulis pengawasan memang dilakukan tetapi 

tetap masih saja banyak yang melakukan penangkapan ikan dengan alat sentrum 

dan racun yang dapat merusak ekosistem sungai. Serta Ketika alat tangkap  pelaku 

tersebut disita bukan berarti pelaku tidak bisa membuat nya lagi. Kesimpulan dari 

peneliti yaitu Disini harus lebih tegas dalam memberikan perigatan bagi pelaku 

supaya tidak ada masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan 

dengan alat tangkap sentrum tersebut.  
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Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden 

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator 

sumberdaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel V.8 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Sumberdaya  

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Sumberdaya 

manusia dalam 

melakukan 

pengawasan 

langsung   

10 

(20%) 

25 

 (50%) 

15 

 (30%) 

50 

2 Sarana dan 

prasarana 

14 

(28%) 

31 

(62%) 

5 

 (10%) 

50 

 Jumlah  24 56 20 100 

 Rata-Rata  12 28 10 50 

 Presentase  24% 56% 20% 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat 

nelayan terhadap indicator sumberdaya dengan item penilaian pertama pada 

pertanyaan Sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan langsung, 

masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan 

presentase  20%, masyarakat nelayan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 

25 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 

20 orang dengan presentase 30%. Jadi pada item pertanyaan Sumberdaya manusia 

dalam melakukan pengawasan langsung, masyarakat nelayan menyatakan “cukup 

terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat nelayan kurang mengetahui siapa 

apartur desa yang bertugas dalam melakukan pengawasan.  



69 

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Sarana dan prasarana, 

masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 15 orang dengan 

presentase 28% ,yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 31 orang dengan 

presentase 62% , dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 5 orang dengan 

presentase 10%.  Jadi pada item pertanyaan Sarana dan prasarana, masyarakat 

nelayan mengatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan ketika alat tangkap 

di sita tetapi masih saja pelaku melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap 

sentrum tersebut.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden terhadap indicator sumberdaya berada pada kategori “cukup 

terlaksana”. yakni dengan rata-rata 28 orang dengan presentase 56% dari 

keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.  

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan pengawasan langsung oleh 

aparatur desa itu tidak ada dilakukan karna masyarakat lebih sering menemukan 

pelaku penangkapan ikan dengan alata sentrum dan racun dari aparatur desa.  

2. Karakteristik Para Pelaksana  

 Karakteristik para pelaksana ialah mencakup struktur birokrasi, 

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang 

semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Maksudnya disini 

yaitu Minsalnya, implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah 

prilaku atau tindak laku manusia secara radikal maka agen pelaksana projek itu 

harusnya berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Terkait 

dengan perilaku masyarakat atau nelayan desa paya rumbai yang melakukan 
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penyentruman dan meracun ikan  disungai harus ada sanksi yang tegas supaya ada 

efek jera agar tidak terjadi hal tersebut lagi. Untuk melihat hasil tanggapan 

responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator 

karakteristik para pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel V.9 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Karakteristik Para Pelaksana 

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Jelasnya fungsi dan 

tanggung jawab masing-

masing pelaksana. 

 

2 

(25%) 

6 

(75%) 

 

- 

8 

2 memberikan  sanksi 

yang tegas 

 

2 

 (25%) 

6 

(75%) 

- 8 

 Jumlah  4 12 - 16 

 Rata-Rata  2 6 - 8 

 Presentase  25% 75% - 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa tanggapan responden dengan item 

penilaian pertama pada pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-

masing pelaksana, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan 

presentase 25% , pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang 

dengan presentase 75%, dan pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada 

yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab 

masing-masing pelaksana. pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini 

dikarenakan di dalam peraturan desa tersebut tidak dijelaskan siapa yang berperan 

penting dalam hal pengawasan tersebut.  
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Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan memberikan  sanksi yang 

tegas pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 

25%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan 

presentase 75%, dan pegawai yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang 

menjawab. Jadi pada item pertanyaan memberikan  sanksi yang tegas pegawai 

menyatakan “cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan sanksi yang dibuat tapi tidak 

sesuai dengan isi peraturan tersebut.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden pegawai terhadap indikator karakteristik para pelaksana berada pada 

kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 6 orang dengan presentase 

75% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.   

 Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Paya Rumbai  Bapak 

Rosman Yatim, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan : 

“Dalam menjalankan kebijakan peraturan desa tentu perlu nya pengawasan demi 

berjalannya kebijakan yang sudah dibuat. BPD bersama aparatur desa lainnya 

ikut serta alam pengawasan kebijakan tersebut. Dan sesuai isi perdes yang telah 

dibuat tentunya ada sanksi yang didapat bagi pelaku penyentruman. Sanksi-

sanksi itu berupa denda”. 

  

 Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa sudah dibuat sanksi bagi yang 

melakukan penyetruman tetapi kenyataan yang terjadi sanksi dibuat tapi tidak 

dijalankan sesuai dengan peraturan desa yang telah dibuat. Kesimpulan dari 

peneliti peraturan desa yang telah dibuat memang bagus seharusnya peraturan 

tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karna sebagain masyarakat Paya 
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Rumbai adalah nelayan sehingga dapat menurunkan pendapatan dari masyarakat 

itu sendiri.  

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden 

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator 

karakteristik para pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel V.10  Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Karakteristik Para Pelaksana 

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Jelasnya fungsi dan 

tanggung jawab masing-

masing pelaksana. 

 

3 

(6%) 

17 

(34%) 

30 

 (60%) 

50 

2 memberikan  sanksi 

yang tegas 

 

15 

(30%) 

15  

(30%) 

20  

(40%) 

50 

 Jumlah  18 32 50 100 

 Rata-Rata  9 16 25 70 

 Presentase  18% 32% 50% 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat 

nelayan terhadap indicator Karakteristik para pelaksana item penilaian pertama 

pada pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, 

masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan 

presentase 6%, yang menjawab cukup terlaksana  sebanyak 17 orang dengan 

presentase 34%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 30 orang dengan 

presentase 60%. Jadi pada item pertanyaan Jelasnya fungsi dan tanggung jawab 

masing-masing pelaksana, masyarakat nelayan menyatakan “Tidak terlaksana”. 



73 

Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui betul siapa aparatur desa yang 

melakukan pengawasan serta di dalam isi perdes pun tidak dijelaskan.  

Untuk item penilaian kedua pada memberikan  sanksi yang tegas, 

masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 15 dengan presentase 

30%, nelayan/kelompok masyarakat pengawas yang menjawab cukup terlaksana 

15 orang dengan presentase 30%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 

20 orang dengan presentase 40%. Jadi pada item pertanyaan memberikan  sanksi 

yang tegas, masyarakat nelayan menyatakan “tidak terlaksana”. Hal ini 

dikarenakan sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan perdes yang dibuat yang 

membuat para pelaku masih merajalela. 

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden masyarakat nelayan terhadap indicator karakteristik para pelaksana 

berada pada kategori “tidak terlaksana”. yakni dengan rata-rata 25 orang dengan 

presentase 50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.  

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait dengan jelaskan 

fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana itu tidak terlihat. Karna 

dalam hal pengawasan dilapangan tidak pernah aparatur desa turun langsung 

kelapangan serta tidak ada nya kelompok khusus yang dibentuk untuk melakukan 

pengawasan.  

3. Sikap Pelaksana  

Sikap pelaksana ialah Sikap penerimaan atau penolakkan dari para 

pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja 

implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena 



74 

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 

mengenal betul persoalan dan permasalahan warga setempat yang mereka 

rasakan. Maksudnya disini ialah sikap para pelaksana kebijakan dari aparatur desa 

terkait dengan peraturan yang telah dibuat harus sesuia dengan isi kebijakan dan 

harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. 

Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di Kantor Desa Paya 

Rumbai terkait dengan indikator sikap pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel V.11 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana 

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 pemberian sanksi sudah 

sesuai dengan Peraturan 

Desa No 09 Tahun 2015 

tentang larangan 

menyetrum dan meracun 

ikan 

3 

 (37,5%) 

5 

(62,5%) 

- 8 

2 Masyarakat juga ikut 

berpartisipasi dan juga 

mengawasi pelaksanaan 

kebijakan. 

 

5 

(62,5%) 

3 

(37,5%) 

- 8 

 Jumlah  8 8 - 16 

 Rata-Rata  4 4 - 8 

 Presentase  50% 50% - 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa tanggapan responden pegawai 

terhadap indikator sikap pelaksana dengan item penilaian pertama pada 

pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 

2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab 
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terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 37,5%, pegawai yang menjawab 

cukup terlaksana 5 orang dengan presentase 62,5%, dan yang menjawab tidak 

terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan pemberian sanksi 

sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang larangan 

menyetrum dan meracun ikan, pegawai menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam 

hal ini dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan desa yang dibuat 

dikarenakan dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 

10 juta jadi pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. 

Karna sanksi yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera.  

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Masyarakat juga ikut 

berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, pegawai yang 

menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 27,5%, pegawai yang 

menjawab cukup terlaksana 5 orang dengan presentase 62,5%, dan yang 

menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan 

Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, 

pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini masyarakat juga ikut aktif dala 

melakukan pengawasan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden pegawai terhadap indikator sikap pelaksana berada pada kategori 

“Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 4 orang dengan presentase 50% dari 

keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.  

 Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa 

Paya Rumbai, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa : 
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“Dalam pemberian sanksi sudah sesuai dengan karna terbukti beberapa 

masyarakat yang pernah tertangkap di sanksi dengan denda yang sesuai dengan 

perdes berlaku. Serta masyarakat juga ikut berpartisipasi secara tidak langsung 

bahkan diminta oleh pemerintah desa agar masyarakat wajib ikut berpartisipasi 

dalam melakukan pengawasan tentang kebijakan perdes yang telah dibuat”.  

 

Berdasarkan hasil observasi  penulis berdasarkan realita yang terjadi, saat 

diketahui ada masyarakat melakukan penyetruman atau meracun ikan disungai 

pelaku hanya di kasi surat peringatan dan tidak sesuai dengan denda yang telah 

dibuat di perdes.  Diperdes dijelaskan bagi yang melakukan penyetruman ikan 

dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000, dan Membayar uang denda sebesar Rp. 

5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan. Berdasarkan yang saya ketahui 

kenapa peraturan itu kurang dijalankan sebagaimana mestinya merasa kasihan 

dengan pelaku kalau di berikan sanksi tersebut.  

Kesimpulan dari peneliti yaitu Dengan tidak tegasnya peraturan yang 

dibuat menjadi kan pelaku penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek 

jeranya. Seharusnya apa yang telah dibuat untuk kesejahteraan masyarakat 

tersebut harus dijalankan karna peraturan dibuat untuk dipatuhi bukan untuk di 

langgar. Itu di lakukan supaya para pelaku tidak mengulangi hal yang sama.  

 Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden 

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator sikap 

pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel V.12 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Sikap Pelaksana 

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 pemberian sanksi sudah 

sesuai dengan Peraturan 

Desa No 09 Tahun 2019 

tentang larangan 

menyetrum dan meracun 

ikan 

10 

(20%) 

10 

(20%) 

30 

(60%) 

50 

2 Masyarakat juga ikut 

berpartisipasi dan juga 

mengawasi pelaksanaan 

kebijakan. 

 

20 

(40%) 

20 

(40%) 

10 

(20%) 

50 

 Jumlah  30 30 40 100 

 Rata-Rata  15 15 20 50 

 Presentase  30% 30% 40% 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat 

nelayan terhadap indikator sikap pelaksana dengan item penilaian pertama pada 

pertanyaan pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 

2019 tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang 

menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab 

cukup terlaksana 10 orang dengan presentase 20%, dan yang menjawab tidak 

terlaksana sebanyak 30 orang dengan presentase 60%. Jadi pada item pertanyaan 

pemberian sanksi sudah sesuai dengan Peraturan Desa No 09 Tahun 2019 tentang 

larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan menyatakan “tidak 

terlaksana”. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku 

penyetruman ikan tidak sesuai dengan perdes yang telah dibuat.  
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Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Masyarakat juga ikut 

berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan, masyarakat nelayan 

yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 40%, yang 

menjawab cukup terlaksana 20 orang dengan presentase 40%, dan yang menjawab 

tidak terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%. Jadi pada item 

pertanyaan Masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan 

kebijakan, masyarakat nelayan menyatakan “terlaksana”. Hal ini dikarenakan 

masyarakat merupakan yang paling aktif dalam melakukan pemantaun terutama 

nelayan karna mereka lebih mengetahui dan melihat apa yang terjadi dilapangan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden masyarakat nelayan terhadap indikator sikap pelaksana berada pada 

kategori “Tidak Terlaksana” yakni dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 

40% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 orang.  

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini dalam 

pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan desa yang dibuat dikarenakan 

dalam peraturan tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 10 juta jadi 

pelaku tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi 

yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera. Peraturan tersebut tidak 

berjalan sesuai yang telah ditetapkan karena para pelaku tidak sanggup untuk 

membayar denda tersebut maka dari itu hanya diberi surat peringatan.  

4. Komunikasi Antar Organisasi  

Komunikasi yang dimkasud disini yaitu Koordinasi merupakan 

mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik 
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koordinasi komunikasi dianatar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk 

terjadi dan begitu pula sebaliknya. Komunikasi perlu dilakukan agar terjalinnya 

kerja sama yang baik. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di 

Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator komunikasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel V.13 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi  

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Pelaksanaan  sosialisasi 

terhadap peraturan desa 

tentang larangan 

menyetrum dan meracun 

ikan 

2 

 (25%) 

6 

 (75%) 

- 8 

2 Keterkaitan dengan 

pemerintah desa Dusun 

atau RT/RW 

6  

(75%) 

2 

(25%) 

- 8 

 Jumlah  8 8 - 16 

 Rata-Rata  4 4 - 8 

 Presentase  50% 50% - 100% 

Sumber : Data Olahan 2019  

Dari tabel V.13 dapat diketahui bahwa tangggapan responden responden 

pegawai terhadap indikator komunikasi antarorganisasi dengan item penilaian 

pertama pada pertanyaan Pelaksanaan  sosialisasi terhadap peraturan desa tentang 

larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab terlaksana 

sebanyak 2 orang dengan presentase 25%, pegawai yang menjawab cukup 

terlaksana 6 orang dengan presentase 75%, dan yang menjawab tidak terlaksana 

tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Pelaksanaan  sosialisasi 
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terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan meracun ikan, pegawai 

menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan tetapi masih 

kurang karna dalam menjalankan sosialisasi tidak hanya sekali dilakukan supaya 

lebih memahami apa isi dari peraturan tersebut.  

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Keterkaitan dengan 

pemerintah desa Dusun atau RT/RW, pegawai yang menjawab terlaksana 

sebanyak 6 orang dengan presentase 75%, pegawai yang menjawab cukup 

terlaksana 2 orang dengan presentase 25%, dan yang menjawab tidak terlaksana 

tidak ada yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Keterkaitan dengan 

pemerintah desa Dusun atau RT/RW pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam 

hal ini koordinasi yang dilakukan sudah tercapai antara kepala dusun dan Rt/Rw 

setempat terkait dengan pengawasan bagi masyarakat yang melakukan 

penangkapan ikan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden pegawai terhadap indikator komunikasi antarorganisasi berada pada 

kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata  4 orang dengan presentase 

50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.  

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa 

Paya Rumbai, Senin, 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa : 

“setiap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa, masyarakat wajib 

mengetahui isi dari peraturan tersebut demi berjalannya pertauran yang sudah 

dibuat. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa tentunya bertujuan 

baik, jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa akan selalu 

mendapat dukungan dari masyarakat desa. Usaha yang selalu dilakukan 

pemerintah desa yaitu dengan cara sosialisasi. Setiap kebijakan yang dibuat 

tentunya akan disosialisasikan erlebih dahulu kesemua perangkat desa”. 
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Berdasarkan hasil observasi penulis tujuan sosialisasi tersebut agar 

masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat, itu supaya masyarakat 

mengetahui apa yang telah dibuat pemerintah desa supaya tidak ada lagi pelaku 

penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum.  

Kesimpulan penulis selain sosialisasi yang dilakukan seharusnya pihak 

desa harus membuat baliho atau peringatan tentang larangan tersebut agar 

masyarakat lebih mengetahui nya.  

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden 

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indikator sikap 

pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel V.14 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi  

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Pelaksanaan  sosialisasi 

terhadap peraturan desa 

tentang larangan 

menyetrum dan 

meracun ikan 

10 

(20%) 

30 

(60%) 

10 

(20%) 

50 

2 Keterkaitan dengan 

pemerintah desa Dusun 

atau RT/RW 

10 

(20%) 

14 

(28%) 

26 

(52%) 

50 

 Jumlah  20 44 36 100 

 Rata-Rata  10 22 18 50 

 Presentase  20% 44% 36% 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat 

nelayan terhadap indikator komunikasi antarorganisasi dengan item penilaian 
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pertama pada pertanyaan Pelaksanaan  sosialisasi terhadap peraturan desa tentang 

larangan menyetrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab 

terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab cukup 

terlaksana 30 orang dengan presentase 60%, dan yang menjawab tidak terlaksana 

sebanyak 10 orang dengan presentase 20%. Jadi pada item pertanyaan 

Pelaksanaan  sosialisasi terhadap peraturan desa tentang larangan menyetrum dan 

meracun ikan, 

 masyarakat nelayan menyatakan “cukup terlaksana”. Dalam hal ini sosialisasi 

dilakukan tetapi tidak semua masyarakat menghadirinya. Jadi dalam pelaksanaan 

sosialisasi tersebut kurang terlaksana.  

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Keterkaitan dengan 

pemerintah desa Dusun atau RT/RW, masyarakat nelayan yang menjawab 

terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 20%, yang menjawab cukup 

terlaksana 14 orang dengan presentase 28%, dan yang menjawab tidak terlaksana 

sebanyak 26 orang dengan presentase 52%. Jadi pada item pertanyaan Keterkaitan 

dengan pemerintah desa Dusun atau RT/RW, masyarakat nelayan menyatakan 

“tidak terlaksana”.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden masyarakat nelayan terhadap indikator komunikasi antarorganisasi 

berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 22 orang 

dengan presentase 44% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 

orang.  
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Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini sosialisasi 

dilakukan tetapi masih kurang karna dalam menjalankan sosialisasi tidak hanya 

sekali dilakukan supaya lebih memahami apa isi dari peraturan tersebut. Serta 

tidak semua masyarakat menghadirinya. Jadi dalam pelaksanaan sosialisasi 

tersebut kurang terlaksana. 

5. Lingkungan Ekonomi, dan Sosial 

 Lingkungan ekonomi dan sosial  ialah sejauh mana lingkungan 

eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. 

Maksudnya disini yaitu peran masyarakat sekitar dalam mencapai tujuan dari 

kebijakan tersebut. Untuk melihat hasil tanggapan responden yakni pegawai di 

Kantor Desa Paya Rumbai terkait dengan indikator komunikasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel V.15 Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator  Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Adanya hubungan yang 

baik dengan masyarakat 

 

7 

 (87,5%) 

1 

 (12,5%) 

- 

 

8 

2 Adanya tanggapan positif 

dari masyarakat serta 

mengetahui adanya 

peraturan desa tentang 

larangan menyentrum 

dan meracun ikan.  

 

 5 

(62,5%) 

3 

(37,5%) 

 

- 

8 

 Jumlah  12 4 - 16 

 Rata-Rata  6 2 - 8 

 Presentase  75% 25% - 100% 

Sumber : Data Olahan 2019  
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Dari tabel V.15 dapat diketahui bahwa tangggapan responden responden 

pegawai terhadap indikator Lingkungan Ekonomi dan sosial dengan item 

penilaian pertama pada pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan 

masyarakat, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan 

presentase 87,5%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 1 orang dengan 

presentase 12,5%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada yang menjawab. 

Jadi pada item pertanyaan  Adanya hubungan yang baik dengan masyarakat, 

pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini hubungan baik terjalin antara 

aparatur desa dengan masyarakat sekitar.  

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Adanya tanggapan positif 

dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan 

menyentrum dan meracun ikan, pegawai yang menjawab terlaksana sebanyak 5 

orang dengan presentase 62,5%, pegawai yang menjawab cukup terlaksana 3 

orang dengan presentase 37,5%, dan yang menjawab tidak terlaksana tidak ada 

yang menjawab. Jadi pada item pertanyaan Adanya tanggapan positif dari 

masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan menyentrum 

dan meracun ikan, pegawai menyatakan “terlaksana”. Dalam hal ini tanggapan 

masyarakat dengan adanya peraturan tersebut sangat mendukung dengan baik 

supaya tidak ada lagi yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap 

sentrum.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden pegawai terhadap indicator  Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 
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berada pada kategori “Terlaksana” yakni dengan rata-rata  6 orang dengan 

presentase 75% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 8 orang.  

Wawancara peneliti dengan Bapak Rosman Yatim selaku Kepala Desa 

Paya Rumbai, Senin 11 Maret 2019 beliau mengatakan bahwa : 

“hubungan pemerintah desa denganmasyarakat lingkungan desa payarumbai itu 

tidak bisa di pisahkan tetap akan selalu ada hubungan terjaga nya hubungan 

antara pemerintah desa dengan masyarakat lingkungan akan semakin mudah 

melakukan pengawasan tentang kebijakan yang sudah dibuat. Dan masyarakat 

desa paya rumbai sangat mendukung karna kebiajkan yang dibuat oleh 

pemerintah desa semata-mata bertujuan untuk kepentingan bersama”.  

 

 Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa dilihat dari segi 

lingkungan, dengan masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan alat 

sentrum atau racun membuat ekosistem sungai rusak. Dilihat dari segi ekonomi 

dengan adanya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan alat 

tangkap sentrum dan racun membuat nelayan tradisional berkurang 

pendapatannya karna alat sentrum dan racun tersebut tidak hanya ikan besar saja 

yang mati tapi ikan kecil juga. Di lihat dari segi sosial koordinasi atau kerjasama 

harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi masyarakat atau nelayan yang 

melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap sentrum. 

Kesimpulan dari peneliti perlu adanya ketegasan dari pemerintah desa 

supaya menjalankan apa yang telah di buat karna dilihat dari aspek ekonomi 

lingkungan dan sosial sangat berpengaruh.  

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tangggapan responden 

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang responden terhadap indicator 

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
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Tabel V.16 Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa Paya Rumbai 

Dilihat dari Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

 

No Item Pertanyaan Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Adanya hubungan yang 

baik dengan masyarakat 

20 

(40%) 

26 

(52%) 

4 

(8%) 

50 

2 Adanya tanggapan positif 

dari masyarakat serta 

mengetahui adanya 

peraturan desa tentang 

larangan menyentrum 

dan meracun ikan 

30 

(60%) 

10 

(20%) 

10 

(20%) 

50 

 Jumlah  50 36 14 100 

 Rata-Rata  25 18 7 50 

 Presentase  50% 36% 14% 100% 

Sumber : Data Olahan 2019 

 Dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa tanggapan responden masyarakat 

nelayan terhadap indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik dengan item 

penilaian pertama pada pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan 

masyarakat, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana sebanyak 20 orang 

dengan presentase 40%, yang menjawab cukup terlaksana 26 orang dengan 

presentase 52%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 4 orang dengan 

presentase 8%. Jadi pada item pertanyaan Adanya hubungan yang baik dengan 

masyarakat, masyarakat nelayan menyatakan “cukup terlaksana”.  

Untuk item penilaian kedua pada pertanyaan Adanya tanggapan positif 

dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan 

menyentrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan yang menjawab terlaksana 

sebanyak 30 orang dengan presentase 60%, yang menjawab cukup terlaksana 10 

orang dengan presentase 20%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 10 

orang dengan presentase 20%. Jadi pada item pertanyaan Adanya tanggapan 
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positif dari masyarakat serta mengetahui adanya peraturan desa tentang larangan 

menyentrum dan meracun ikan, masyarakat nelayan menyatakan “terlaksana”.  

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh 

responden masyarakat nelayan terhadap indikator lingkungan ekonomi, social dan 

politik berada pada kategori “Terlaksana” yakni dengan rata-rata 25 orang 

dengan presentase 50% dari keseluruhan tanggapan responden yang berjumlah 50 

orang.  

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan Dalam hal ini 

tanggapan masyarakat dengan adanya peraturan tersebut sangat mendukung 

dengan baik supaya tidak ada lagi yang melakukan penangkapan ikan dengan alat 

tangkap sentrum.  

Tabel V.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Pada Kantor Desa 

Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 

2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai ) 

Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri 

Hulu.  

No Indiktor 

(Item Penilaian) 

Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Sumberdaya  3 

(38%) 

5 

(62%) 

- 8 

2 Karakteristik Para 

Pelaksana 

2 

(25%) 

6 

(75%) 

- 8 

3 Sikap Pelaksana 4 

(50%) 

4 

(50%) 

- 8 

4 Komunikasi 

AntarOrganisasi 

4 

(50%) 

4 

(50%) 

- 8 

5 Lingkungan Ekonomi, 

Sosial dan Politik  

6 

(75%) 

2 

(25%) 

- 8 
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 Jumlah 19 21 - 40 

 Rata-rata 3 5 - 8 

 Presentase 38% 62% - 100% 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan tabel V.17 diatas diketahui bahwa tanggapan responden 

pegawai pada kantor desa paya rumbai terhadap variabel Tentang Implementasi 

Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan 

Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, 

sesuai dengan indikator penelitian penulis yakni sumberdaya dengan item 

penilaian sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan 

prasarana. Karakteristik para pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi 

dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, memberikan sanksi yang tegas. 

Sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemberian sanksi sesuai dengan 

peraturan desa no 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan. 

Komunikasi antarorganisasi dengan item pertanyaannya pelaksanaan sosialisasi 

terhadap peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, 

keterkaitan dengan pemerintah desa dusun atau RT/RW. Dan lingkungan ekonomi 

dan sosial dengan item penilaiannya, adanya hubngan yang baik dengan 

masyarakat, adanya tanggapan positif dari masyyarakat serta mengetahui adanya 

peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan. dengan rata-rata 

dari tanggapan responden yang menjawab “terlaksana” dengan rata-rata sebanyak 

3 dengan presentase 38%, yang menjawab “cukup terlaksana” dengan rata-rata 5 
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dengan presentase 62%, dan yang menjawab “tidak terlaksana” tidak ada 

yangmenjawab.  

Berdasarkan teknik pengukuran peneliti dengan menggunakan teknik 

pengukuran presentase maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini 

dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 62% berada pada kategori “Cukup 

Terlaksana” dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Peraturan Desa No 9 

Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai ) Di Desa 

Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu cukup terlaksana  

terutama pada indicator sumberdaya, responden yang menjawab cukup terlaksana 

berada pada skala pengukuran 62% atau 5 orang, untuk indikator karakteristik 

para pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala 

pengukuran 75% atau 6 orang, untuk indikator sikap pelaksana responden yang 

menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 50% atau 4 orang, 

untuk indikator komunikasi antarorganisasi responden yang menjawab cukup 

terlaksana berada pada skala pengukuran 50% atau 4 orang dan untuk indicator 

lingkungan ekonomi dan sosial yang menjawab cukup terlaksana berada pada 

skala 25% atau 2 orang dari keseluruhan responden pegawai yang berjumlah 9 

orang. 

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan Responden Tentang  

Tanggapan Responden masyarakat nelayan di desa paya rumbai Tentang 

Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan 
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Meracun Ikan Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Nelayan Desa 

Paya Rumbai Tentang Implementasi Peraturan Desa No 9 Tahun 

2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai ) 

Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri 

Hulu.  

No Indiktor 

(Item Penilaian) 

Kategori Penilaian Jumlah 

T CT TT 

1 Sumberdaya  12 

(24%) 

28 

(56%) 

10 

(20%) 

50 

2 Karakteristik Para 

Pelaksana 

9 

(18%) 

16 

(32%) 

25 

(50%) 

50 

3 Sikap Pelaksana 15 

(30%) 

15 

(30%) 

20 

(40%) 

50 

4 Komunikasi 

AntarOrganisasi 

10 

(20%) 

22 

(44%) 

18 

(36%) 

50 

5 Lingkungan Ekonomi, 

Sosial dan Politik  

25 

(50%) 

18 

(36%) 

7 

(14%) 

50 

 Jumlah 71 99 80 250 

 Rata-rata 14 20 16 50 

 Presentase 28% 40% 32% 100% 

Sumber: Data Olahan 2019 

Berdasarkan tabel V.18 diatas diketahui bahwa tanggapan responden 

masyarakat nelayan desa paya rumbai terhadap variabel Tentang Implementasi 

Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan 

Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, 

sesuai dengan indikator penelitian penulis yakni sumberdaya dengan item 

penilaian sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan, sarana dan 

prasarana. Karakteristik para pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi 
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dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, memberikan sanksi yang tegas. 

Sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemberian sanksi sesuai dengan 

peraturan desa no 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, 

masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan. 

Komunikasi antarorganisasi dengan item pertanyaannya pelaksanaan sosialisasi 

terhadap peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan, 

keterkaitan dengan pemerintah desa dusun atau RT/RW. Dan lingkungan ekonomi 

sosial dan politik dengan item penilaiannya, adanya hubngan yang baik dengan 

masyarakat, adanya tanggapan positif dari masyyarakat serta mengetahui adanya 

peraturan desa tentang larangan menyentrum dan meracun ikan. dengan rata-rata 

dari tanggapan responden yang menjawab “terlaksana” dengan rata-rata sebanyak 

14 dengan presentase 28%, yang menjawab “cukup terlaksana” dengan rata-rata 

20 dengan presentase 40%, dan yang menjawab “tidak terlaksana” dengan rata-

rata 16 orang dengan presentase 32%.  

Berdasarkan teknik pengukuran peneliti dengan menggunakan teknik 

pengukuran presentase maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini 

dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 40% berada pada kategori “Cukup 

Terlaksana” dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 

09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai 

(Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) 

cukup terlaksana terutama pada indicator sumberdaya, responden yang menjawab 

cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 56% atau 28 orang, untuk 

indikator karakteristik para pelaksana responden yang menjawab cukup terlaksana 
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berada pada skala pengukuran 32% atau 16 orang, untuk indikator sikap pelaksana 

responden yang menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 30% 

atau 15 orang, untuk indikator komunikasi antarorganisasi responden yang 

menjawab cukup terlaksana berada pada skala pengukuran 44% atau 22 orang dan 

untuk indicator lingkungan ekonomi sosial dan politik yang menjawab cukup 

terlaksana berada pada skala 36% atau 18 orang dari keseluruhan responden 

masyarakat nelayan yang berjumlah 50 orang. 

Maka berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan 

menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) penulis mengambil kesimpulan bahwa  

dengan ada Peraturan Desa No 09 tahun 2015 tentang larangan menyentrum dan 

meracun ikan ada bagusnya untuk masyarakat di desa paya rumbai apa lagi 

sebgaian besar dari masyarakat paya rumbai adalah nelayan. Tetapi setiap 

kebijakan yang telah dibuat harus dijalankan sesuai dengan isi peraturan tersebut. 

Di contohkan sanksi yang diberikan harus lebih tegas supaya ada efek jeranya. 

Kalau hanya sekedar menyit alat tangkap dan diberi surat peringatan itu tidak 

akan memberikan efek jera bagi pelaku. Karna alat tangakap yang sudah disita 

tersebut masih bisa dibuat lagi. Karna di dalam peraturan desa dijelaskan bagi 

yang melakukan penyetruman ikan dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000, dan 

Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang melakukan peracunanan. 

Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku penyetruman 

ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. Alasan kenapa setiap pelaku yang 
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ketangkap tidak diberi ssnksi sesuai perdes dikarenakan para pelaku tidak snaggup 

untuk membayar denda tersebut. Seharusnya para pembuat kebijakan tetap harus 

menegakkan peraturan yang telah dibuat tersebut. Kalau tidak dijalankan sampai 

kapanpun pelaku tetapkan membuat hal yang sama.  

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 

Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di 

Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu) 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian disimpulakn faktor-faktor 

yang menjadi penghambat terlaksananya Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 

Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi 

Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu)diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. Karena ini 

adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di 

lapangan.  

2. kurangnya sosialisasi yang dilakukan.  

Sosialisasi itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan desa 

yang dibuat oleh pemerintah desa. Kalau hanya sekali sosialisasi tanpa 

adanya sanksi yang tegas pelaku akan tetap melakukan penangkapan 

dengan alat tangkap sentrum tersebut yang akan dapat merusak ekosistem 

sungai.  
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3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa kegiatan menyentrum 

itu akan mengahancurkan populasi ikan bahkan dampak 1 sampai 5 tahun 

kedepannya.  

4. Perilaku masyarakat di Desa Paya Rumbai Sudah begitu dari dulu 

dikarenakan faktor sanksi yang tidak tegas dan tidak membuat pelaku jera.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dari analisis yang penulis lakukan 

mengenai analisis Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang 

Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai 

Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) berada pada kategori Cukup 

Terlaksana hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dibuat kurang terlaksana 

dengan baik. Di contohkan sanksi yang diberikan harus lebih tegas supaya ada 

efek jeranya. Kalau hanya sekedar menyita alat tangkap dan diberi surat 

peringatan itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. Karna alat tangakap 

yang sudah disita tersebut masih bisa dibuat lagi. Karna di dalam peraturan desa 

dijelaskan bagi yang melakukan penyetruman ikan dikenakan denda sebesar 

Rp.10.000.000, dan Membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000, bagi yang 

melakukan peracunanan. Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi 

kan pelaku penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya, maka dapat 

penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukkan bagi pihak 

terkait terutama bagi perangkat desa di kantor desa paya rumbai sebagai berikut :  

5. Untuk  indikator sumberdaya untuk responden pegawai berada pada 

kategori cukup terlaksana dan untuk responden masyarakat nelayan berada 

pada kategori cukup terlaksana. Dilihat dari sumber daya yang melakukan 

pengawasan dan ketika alat tangkap disita apabila ketahuan melakukan 88 
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penangkapan dengan alat tangkap sentrum tersebut sudah cukup terlaksana 

tetapi harus lebih ditegaskan lagi karna alat yang sudah di sita bisa dibuat 

lagi. 

Disini harus lebih tegas dalam memberikan perigatan bagi pelaku supaya 

tidak ada masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan 

dengan alat tangkap sentrum tersebut. 

6. Untuk indikator karakteristik para pelaksana untuk responden pegawai 

berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk responden masyarakat 

berada pada kategori tidak terlaksana. Dilihat dari karakteristik para 

pelaksana dalam pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan desa 

yang dibuat. peraturan desa yang telah dibuat memang bagus seharusnya 

peraturan tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karna sebagain 

masyarakat Paya Rumbai adalah nelayan sehingga dapat menurunkan 

pendapatan dari masyarakat itu sendiri.  

7. Untuk indikator Sikap pelaksana untuk responden pegawai berada pada 

kategori cukup terlaksana dan untuk masyrakat berada pada kategori tidak 

terlaksana. Dilihat dari sikap pelaksana dalam menjalankan peraturan desa 

yang telah dibuat belum berjalan dengan baik atau tidak tegas. Terlihat 

dalam memberikan sanksi belum sesuai dengan peraturan yang telah 

dibuat. Dengan tidak tegasnya peraturan yang dibuat menjadi kan pelaku 

penyetruman ikan merajalela dan tidak ada efek jeranya. dalam peraturan 

tersebut denda bagi penyentrum ikan dengan denda 10 juta jadi pelaku 

tidak bisa membayarnya dan hanya diberi surat peringatan. Karna sanksi 
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yang tidak tegas tersebut membuat pelaku tidak jera. Peraturan tersebut 

tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan karena para pelaku tidak 

sanggup untuk membayar denda tersebut maka dari itu hanya diberi surat 

peringatan. Seharusnya apa yang telah dibuat untuk kesejahteraan 

masyarakat tersebut harus dijalankan karna peraturan dibuat untuk 

dipatuhi bukan untuk di langgar. Itu di lakukan supaya para pelaku tidak 

mengulangi hal yang sama.  

8. Untuk indikator komunikasi antar organisasi untuk responden pegawai 

berada pada kategori cukup terlaksana dan untuk masyarakat berada pada 

kategori cukup terlaksana. Dilihat dari indikator komunikasi antar 

organisasi sosialisasi telah dilakukan tetapi oleh aparatur desa tetapi 

belumerjalan dengan baik. Seharusnya didukung lagi dengan adanya 

baliho atau pengumuman agar masyarakat lebih mengetahuinya. Serta 

koordinasi yan dilakukan juga dilakukan agar apa yang menjadi tujuan 

dari organisasi tersebut tercapai. 

9. Untuk indikator lingkungan ekonomi sosial & politik untuk responden 

pegawai berada pada kategori terlaksana dan untuk responden masyarakat 

berada pada kategori terlaksana. Dilihat dari lingkungan sekitar desa paya 

rumbai masyarakat menerima dengan adanya peraturan tersebut agar tidak 

ada lagi masyarakat atau nelayan yang melakukan penangkapan ikan 

dengan alat tangkap sentrum. Seharusnya dengan adanya dukungan dari 

masyarakat sekitar peran pemerintah desa harus aktif dalam melaksanakn 

peraturan tersebut supaya apa yang menjadi tujuan tercapai.  
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10. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden pegawai kantor desa paya 

rumbai dengan kuesioner dan wawancara tentang analisis Implementasi 

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Larangan menyetrum Dan 

Meracun Ikan Di Sungai (Studi Di Desa Paya rumbai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu) yang terdiri dari lima indikator yaitu 

sumberdaya, karakteristik para pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi 

antarorganisasi dan lingkungan ekonomi dan sosial berada pada kategori 

cukup terlaksana dengan rata-rata 5 orang dengan  presentase 62% dari 8 

responden. 

11. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden masyrakat nelayan desa paya 

rumbai dengan kuesioner dan wawancara tentang analisis Implementasi 

Peraturan Desa No 9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan 

Meracun Ikan Di Sungai ) Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari lima indikator yaitu 

sumberdaya, karakteristik para pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi 

antarorganisasi dan lingkungan ekonomi sosila dan politik berada pada 

kategori cukup terlaksana dengan rata-rata 20 orang dengan  presentase 

40% dari 50 responden. 

12. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Desa No 

9 Tahun 2015 ( Studi Larangan menyetrum Dan Meracun Ikan Di Sungai ) 

Di Desa Payarumbai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yaitu 

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan perlu ditingkatkan. Karena ini 

adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di 
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lapangan. kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi itu perlu 

dilakukan agar masyarakat mengetahui peraturan desa yang dibuat oleh 

pemerintah desa. Kalau hanya sekali sosialisasi tanpa adanya sanksi yang 

tegas pelaku akan tetap melakukan penangkapan dengan alat tangkap 

sentrum tersebut yang akan dapat merusak ekosistem sungai. Kurangnya 

kesadaran dari masyarakat sekitar bahwa kegiatan menyentrum itu akan 

mengahancurkan populasi ikan bahkan dampak 1 sampai 5 tahun 

kedepannya. Serta Perilaku masyarakat di Desa Paya Rumbai Sudah 

begitu dari dulu dikarenakan faktor sanksi yang tidak tegas dan tidak 

membuat pelaku jera. 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Dilihat dari indikator sumberdaya dalam melakukan pengawasan apartur 

desa kurang dalam melakukan pengawasan seharusnya sebagai aparatur 

desa lebih aktif dalam melakukan pengawasan contoh dibentuk kelompok 

pengawas dalam melakukan pengawasan agar tidak ada lagi pelaku 

penyentruman dan meracun ikan.  

2. Dilihat dari indikator karakteristik para pelaksana kurang nya pemahaman 

tentang peraturan desa tersebut bisa dilihat peraturan tersebut kurang 

dilaksanakan. Seharusnya sebagai aparatur desa dalam pembuatan 

kebijakan, kebijakan yang dibuat tersebut harus dipahami lebih mendalam 
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agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Serta 

masyarakat juga harus berperan dalam hal melakukan pengawasan.  

3. Dilihat dari indikator sikap para pelaksana kelemahannya yaitu peraturan 

yang telah dibuat tidak dijalankan sebagai mana mestinya. Seperti sanksi 

yang diberikan tidak sesuai dengan perdes yang telah dibuat kurang 

tegasnya dalam pemberian sanksi. Seharusnya dalam pemberian sanksi 

harus sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan harus lebih tegas 

supaya pelaku yang melakukan penagkapan dengan alat tangkap sentrum 

supaya lebih jera dan tidak mengulanginya lagi, karna kalau hanya alat 

tangkap di sita atau dikasi surat peringatan tidak akan ada efek jeranya 

karna alat yang disita masih bisa dibuat lagi. Serta denda yang dibuat tidak 

efektif seharusnya bagi para pelaku biar ada efek jera dibuat sanksi 

kurungan selama 1 atau 2 bulan. Kalau denda uang 10 juta sampai 

kapanpun sanksi tersebut tidak akan terlaksana.  

4. Dilihat dari indikator komunikasi antarorganisasi Dalam pelaksanaan 

sosialisasi masih kurang dilakukan dapat dilihat setelah di buat peraturan 

tetapi masih ada juga masyarakat yang melakukan penangkapan ikan 

dengan alat tangkap sentrum dan racun seharusnya sosialisasi lebih di 

tingkatkan. Selain itu di buat juga pengumuman atau baliho larangan 

menyentrum dan meracun ikan di sungai agar masyarakat lebih 

mengetahui tentang larangan tersebut.  

5. Dilihat dari indikator lingkungan ekonomi dan sosial kelemahannya itu 

masyarakat masih kurang paham tentang bahaya nya memakai alat 
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tangkap sentrum dan racun seharusnya Perlu adanya motivasi kepada 

masyarakat akan kerusakan lingkungan dan menghacurkan ekosistem 

sungai dengan menggunakan alat tangkap sentrum dan racun. dan Perlu 

adanya koordinasi atau kerja sama antara apartur desa dengan Dusun atau 

RT/RW dan masyarakat supaya tidak ada lagi masyaraka atau nelayan 

yang melakukan penangkapan ikan dengam alat tangkap sentrum.  
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